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BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 2b TAHUN2O22

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNI/NG DI LEMBANG DAN KELURAHAN
KABUPATEN TANA TORA.IA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan konvergensi
pencegahan dan percepatan penurunan shtnting di
Kabupaten Tana Tora-ia secara efektif, efisien, dan
terkoordinasi, peran pemerintah lembang dan
kelurahan sangat dibutuhkan;

b. bahwa pengaturan dalam peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 22 Tah:un 2O2l tentang peran
lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi
Pencegahan dan penanganan Shtnting di
Kabupaten Tana Tora-ia perlu disesuaikan dengan
dinamika perkembalgan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang
Percepatan penurunan Stunting di l,embang dan
Kelurahan Kabupaten Tana Tora-ia;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah_Daerah Tingkat II di
Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia
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BUPATI TANA TORAJA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 

NOMOR 2� TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LEMBANG DAN KELURAHAN 

KABUPATEN TANA TORAJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANA TORAJA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan konvergensi 

pencegahan dan percepatan penurunan stunting di 
Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien, dan 

terkoordinasi, peran pemerintah lembang dan 

kelurahan sangat dibutuhkan; 

b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tana 

Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran 

Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi 

Pencegahan dan Penanganan Stunting di 

Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan 

dinamika perkembangan peraturan perundang­ 

undangan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang dan A' 
Kelurahan Kabupaten Tana Toraja; ­, 

1. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
{ 

Pembentukan Daerah­Daerah Tingkat , II di I 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia t,.. 
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Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatar (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2012 tentang
Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang_Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keq'a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s7s);

. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang peraturan p
Nomor 6 rahun ,r;'j":Hff;;::ffi#;
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan k
Indonesia Nomor ;:H* ""::ffi#::ffbeberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor f 1

Perubahan Kedua atas
Nomor 43 Tahun 2Ol
Pelaksanaan Undang_Und
2014 tentang Desa (kmbaran Negara Repu blik 

I
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Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teiah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang j, 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah �, 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
'/ 

Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun r 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik l 
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Indonesia

kmbaran
6s21);

7. Peraturan

Nomor

diubah,

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor

5558) sebagaimana telah beberapa kali
terakhir dengan peraturan pemerintah

Nomor 0g Tahun 2016 tentang perubahan Kedua
atas Peraturan pemerintah Nomor 6O Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara_
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ST,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5g64);

8. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 20 1g
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Olg Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
6206);

9. Peraturan hesiden Nomor 59 Tahun 2OlZ tentanrg
Pelaksanaan pencapaian Tujuan pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan hesiden Nomor g3 Tahun 2OlT tentang
Kebijakan Strategis pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
188);

I 1. Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 202 1 tentang
Percepatan penurunan Stunting (l,e
Republik Indonesia Tahun 2021 No

12. Peratural Menteri Dalam Negeri N
201 1 tentang pedoman penginte
Sosial Dasar di pos pelayanan Terpadu (Berita I

l^
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6206); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Indonesai Tahun 2017 Nomor 136); 

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

188); 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara _j. 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); -

1 , 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan 

i 

Republik 

Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita 
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Negara Republik

288);

Indonesia Tahun 201 I Nomor

13.Peraturan Menteri perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 201g
tentang Rencana Aksi pangan dan Gizi yang
Menetapkan RAN-PG, pedoman penyusunan RAD_
PG, dan pedoman pemantauan RAN/RAD_PG
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 149);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
20 18 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Reprrblik

611);
Indonesia Tahun 20lg Nomor

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3O Tahun
2018 tentang pembangunan Sarana prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 139);

16. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1g Tahun
2Ol9 tentang pedoman Umum pendampingan
Masyarakat Desa

rndonesia r"h," 2ore'r;#. J::i':.rJH:::
telah diubah dengan peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor lg Tahun 2O1g tentang
Pedoman Umum pendampingan Masyarakat Desa

l#:: 
'::;,: 

RePubrik Indonesia r^h" 2o;;4

t

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun
2019 tentang penanggurangan 

Masarah Gizi bagiAnak akibat penyakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 914);

• 

-- 
• -4 . 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

288); 
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bad an Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang 

Menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD· 

PG, dan Pedoman Pemantauan RAN/RAD-PG 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 149); 
14. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

2018 tentang Pembangunan Sarana Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 139); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

TertinggaI, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan 

Masyarakat Desa (Berita Negara Republix 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
20201 

Nomor 1569); i 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 

2019 ten tang Penanggulangan Masalah Gizi bagi 

Anak akibat Penyakit (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 914); 



18. Peraturan

Tertinggal,

-t

Menteri Desa, pembangunan

dan Transmigrasi Nomor 21

Daerah

Tahun

19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan
Angka Stunturg Indonesia Tahun 2O2l_ 2O24 (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
13s8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor10 Talun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan perangkat Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Tana Torqia Tahun 2O16 Nomor 10,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana

2020 tentang pedoman Umum pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1633);

Tora-ja Nomor l9);

v

21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun
2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang
Berdasarkan Hak AsaI Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupatan Tana
Torqja Tahun 2Olg Nomor t6);
Instruksi presiden Nomor I Tahun 2017 tentang )
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; ' tt

Memperhatikan 
:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LEMBANG
DAN KELURAHAN KABUPATEN TANA TORAJA

I

' 

Mernperhatikan 

Menetapkan 
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18. Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transrnigrasi Nornor 21 Tahun 

2020 tentang Pedornan Urnum Pembangunan Desa 

dan Pemberdayaan Masyarakat (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

19. Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan 
Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1398); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana 

Toraja Nomor 19); 

21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang 
Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal 

Berskala Lembang (Serita Daerah Kabupatan Tana 

Toraja Tahun 2018 Nomor 16); 

lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang A 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; l 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN SUPAT[ TANA TORAJA TENTAN(} I 
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LEMBANG � 

DAN KELURAHAN KABUPATEN TANA TORAJA. 
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BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penveienggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewanperwakilan rakyat Daerah dahm penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari I

dipimpin oleh camat. 
-*6rar wuayan dari Daerah kabupaten yang

5. Kelurahan adala} bagran dari wilayah KeKecamatan. 
wudyctrr [ecamatan sebagai perangkat

6. Lembang merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten TanaToraja, ada_lah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang ber
pemerintahan, u,*t"""* 

untuk mengatur dan mengurus urusan

prakarsa rrr^"rarrt'""'*t' 
masyaral<at setempat berdasarkan

diakui dan dihorrr. 
, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

Republik ,roor""r"l"tt 
dalam sistem pemerintahan Negara K"".tr",

7. pemerintah kmba

, m,::;lh#:.111I,.J;J;,.?::tr j ffi J;*"*u.,
adarah rembaga #:""_ffH:#-,,::T,:,::. 1,",:*iat 

BpL

assotanya merupakan wakir dari o.roro;;";:ffiT:;:".i1,r ,
r ;:ffi;il 

*":;n va,,g ditetapkan secara demokratis. ^ 4
Permusyawaratan ?-* 

adalah mus,aw
lembang, pemerintah lrmasyarakat yang diselenggarakan oleh Badrembang untuk menyepakau har yang bersifat strategis.10. Rencana pembangunan 

Jangka Menengah Ldisingkat R'JM ;-;;fff}"i::i rembang yang seranjutnya 
L

untuk jangka **,, alli-,ffi,r.t""""I1a 
pembansunan lembans
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penvelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan 

perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang 

dipimpin oleh camat. 
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat 

Kecamatan. 
6. Lembang merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten Tana 

Toraja, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Lem bang adalah Kepala Lem bang dibantu perangkat 

Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang. 

8. Sadan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

aggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan .J 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. , I 

dan 

antara 
Lem bang 

musyawarah 

Pemerintah 

adalah 

Lem bang, 

Lem bang 

Permusyawaratan 
Sadan t unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Sadan Pennusyawaratan 

Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

9. Musyawarah 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang yang selanjutnya 
disingkat RPJM Lembang adalah rencana pembangunan Lembang 

untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 
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I l Rencana Keqa pemerintah l,embang yang seranjutnya disingkat RKpl.embang adalah penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka
Menengah Lembang untuk jangka waktu I (satu) tahun.

12. Anggaran pendapataa dan Belanja Lembang yarrg selanjutnya
disingkat ApB Lembang adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah kmbang.

13. Dana Desa adalall dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi L,embang, ditransfermelaiui anggar€rn pendapatan dan belanja Daerah dan digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Lembang,pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaal kemasyarakatan
Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.

T4 stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anakakibat kekuranCan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandaidengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yangditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kesehatan.
15' Konvergensi adalah pendekatan intervensi yang d,aku k€u.l secaraterkoordinir, terpadu dan bersama_sama kepada target sasaranwilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegahStunting.

16. Intervensi Spesilft ada-lah kegiatan yang dilaksanakan untukmengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
17. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untukmengatasi penyebab tidak langsung tedadinya Stunting.
18. Percepatan penurunan Sfuntirq adalah set.lap upaya yang mencakupIntervensi Spesifrk dan Intervensi sensitif yang d,aksanakan secarakonvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja samamultisektor di pusat, Daerah, dan Lembang.
19. Strategi Nasiona_l percepatan penurunan

langkah berupa 5 (rima) pirar 
stunting adalah langkah -

Percepatan penurunan Stunting
pembangunan berkelaljutan me
prevalensi Stunting yang diukur pa
tahun.

20. Tim Percepatan penurunan Shtntinnve ?r d 6ar^-:,.a I
adarah organisasi iffi#"|:Jf *'"""tnva disingkat rPPS,

Shnting yang bertugas

• -7- 

11. Rencana Kerja Pemerintah Lembang yang selanjutnya disingkat RKP 

Lembang adaJah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Lem bang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya 

disingkat APB Lembang adaJah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Lembang. 
13. Dana Desa adaJah dana yang beraumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang, ditransfer 

melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Lem bang, 

pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan 

Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang. 

14. Stunting adaJah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak 

akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai 

dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

15. Konvergensi adaJah pendekatan intervensi yang dilakukan secara 

terkoordinir, terpadu dan bersarna-sama kepada target sasaran 

wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah 

Stunting. 
16. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengatasi penyebab Jangsung terjadinya Stunting. 
17. lntervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. 
18. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup 

Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara 

konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama 

multisektor di pusat, Daerah, dan Lembang. 

19. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah- 

langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan 
untuki 

Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan / 
pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional r 
prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) 

tahun. i 
20. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS, 

adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas 



U

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasiPenyelenggaraan per

21. pemangku 
^.o"r,,r'*"ijtliff'3;s perseoransan, mas.varakat,akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, _..:; ;;"";,;:"masyarakat, tokoh

dengar percepatan 
"ffil:":T"**:; "-ounsunan, vang terkair

22. Pemantauan adalah
Konvergensir."*_:::i;"":H:"X-"T:ff.T#,"H,,;
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalan", 1".*"'*,untuk dapat diambil

23 Evaruasi adarah .-,H,IU:I.T:#
dan capaian r"**'r"]""":-:,:'::embandingkan 

antara tarset

penurunar stunting.rnaan 
Konvergensi pencegahan dan percepatan

24. Hari Pertama Kehidupan yarrg selan.jutnya disingkat HpK, adalahmasa sejak anak di dalam kandungan sampai anak berusia (2) duatahun, terdiri dari 27o (dua ratus tujuh puluh) hari selama kehamilandan 730 (tujuh ratr
kehidupan a,ak. 

us tiga puluh) hari pada dua tahun pertama

25. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat posyandu, adalahsalah satu upaya kesehatan bersumber
dikelola dan diselenggarakaa dari, oieh, dan "ffi ff"]:ffi'.],Hpenyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakanmasyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalammemperoleh pelayanan kesehatan dasar
penurunan angka kematran ibu dan anak. 

untuk mempercepat

26. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat polindes, adalahupaya kesehatan t
diseren ggarakan #:" H, 

ti:, *Trfif - 
Jfr::::",:"H

menyediakan tempat pertolongan persalinan, perayana, kesehataribu dan anak, serta pelayanan keluarga berer
dan lokasinya berada di Lembang. 

ncara' yang mana tempi"4
27.Pos Kesehatan Desa yarrg selanjutnya disingk

upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
wadah bagi kesehatal masyarakat Lembang
keluhan masyaralat mengenai kesehatan sebelum penanganan lebih tlaljut ke puskesmas, kemudiari ke rumah sakit. 

, 
l.

mengoordinasikan, 
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menyinergikan, dan mengevaluasi 

Penyelenggaraan Percepatan Stunting. 
21. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, 

akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait 

dengan Percepatan Penurunan Stunting. 
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, 
mengidentifikasi, serta mengantisipasi pennasalahan yang timbul 

untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target 

dan capaian pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting. 
24. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat HPK, adalah 

masa sejak anak di dalam kandungan sampai anak berusia (2) dua 

tahun, terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari selama kehamilan 

dan 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari pada dua tahun pertama 

kehidupan anak. 

25. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu, adalah 

salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang 

dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam 

penyelenggaraan pernbangunan kesehatan, guna memberdayakan 

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat 

penurunan angka kernntian ibu dan anak. 

26. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes, adalah 

upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam 

menyediakan tempat pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan 

ibu dan anak, serta pelayanan keluarga berencana, yang mana tempat J 
dan lokasinya berada di Lem bang. � I 

27. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes, adalah J 

upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi sebagai r 
wadah bagi kesehatan masyarakat Lembang yang melayani segala 

keluhan masyarakat mengenai kesehatan sebelum penanganan lebih � 

lanjut ke puskesrnas, kemudian ke rumah sakit. 
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28. Pendidikan Anak Usia Dini yarrg selanjutnya disingkat PAUD, adalahjenjang pendidikan jalur formal, nonforma_l dan informal sebelumjenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia
6 (enam) tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani danrohani agar anak memiliki kesiapan da-lam memasuki pendidikan
lebih lanju t.

29' PAUD Holistik Integratif adalah penangan€rn anak usia dini secarautuh dan menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan,pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk
mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

30. Pendampingan Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputipenyuluhan, fasilitasi pelayanal rujuka, dan fasilitasi pemberian
baltuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi
dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting
seperti ibu hamil, ibu paska persalinan, anak berusia 0 (nol)_59 (lima
puluh sembilan) bulan, serta semua calon pengarrtin/calon pasangan
usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai
bagian dari perayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunfing
dan melakukan upaya meminimalisasi atau mencegah pengaruh dari
faktor risiko Stunting.

31. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga pendamping
yang terdiri dari bidan, pengurus tim penggeral</kader pemberdayaan
dan kesejahteraan keluarga (pKK), dan kader keluarga berencana
yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin/calon
pasangan usia subur dan keluarga berisiko Stunting.

32. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
pengkajian data masalah dan program gizi, dan penyebarluasan
informasi secara sistematis.

33. Kader adalah kader posyan.u, kader kesehatan masyarakat, kader
pembangunan manusia, kader PAUD, kader pokja
Lembang/Kelurahan sehat, kader bina keluarga balita di
lembang/Kelurahan.

34. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KpM,
adalah warga masyarakat tembang yang dipilih melalui Musyawarah
Lembang untuk bekerja membantu pemerintah l,embang dalam

4
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28. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah 

jenjang pendidikan jalur formal, nonformal dan informal sebelum 

jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 

6 (enam) tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih Ian jut. 

29. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara 

utuh dan menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, 
pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk 

mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini. 

30. Pendampingan Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi 
penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian 
bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi 

dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting 
seperti ibu hamil, ibu paska persalinan, anak berusia O (nol)-59 (lima 

puluh sembilan) bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan 

usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai 

bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko Stunting 
dan melakukan upaya meminimalisasi atau mencegah pengaruh dari 

faktor risiko Stunting. 
31. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga pendamping 

yang terdiri dari bidan, pengurus tim penggerak/kader pemberdayaan 

dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader keluarga berencana 

yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin/calon 

pasangan usia subur dan keluarga berisiko Stunting. 
32. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis. dan 

pengkajian data masalah dan program gizi, dan penyebarluasan 

informasi secara sistematis. J 
33. Kader adalah kader Posyantlu, kader kesehatan masyarakat, kaderl 

pembangunan manusia, kader PAUD, kader pokja I 
Lembang/Kelurahan sehat, kader bina keluarga balita di Y 

l 
adalah warga masyarakat Lembang yang dipilih melalui Musyawarah 

Lembang untuk bekerja membantu Pemerintah Lembang dalam 

Lem bang/ Kelurahan. 

34. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM, 



memfasilitasi Lembang merencanakan, melaksanakan dan mengawasipembangunal sumber daya manusia di l,embang.
35' Rumah Desa sehat yang selanjutnya disingkat RDS, adalahsekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat danpelaku pembalgunan Lembang di bidang kesehatan, yang berfungsisebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasikesehatar darr forum alvokasi kebdakan di bidang kesehatan.
36. *stainable Deuelopm_ent Gool.s *mbang yang sela,jutnya disingkatSDGs L'embang adalah tujuan pembangunan berkeranjutan Lembanguntuk mengentaskan kemiskinaa, mengurangi kesenjangan sosial,dan melindungi lingkungan.
3T Elektronik pencatatan dan pelapora, Gizi Berbasis Masyarakat yangselanjutnya disingkat eppGBM, adalah aphkasi digital untukmemperoleh status gizi individu baik balita maupun ibu hamil secaracepat, akurat, teratur, darr berkelanjutan untuk penyusunan

perencanazur dan perumusan k-ebijakan gizi.
38' Elektonik Siap Nikah dan Hamil yang selanjutnya disingkat ELSIMIL,adalah aplikasi yang diperuntukkan kepada calon pengantin, sebagaisalah satu persyaratan admnistrasi yang harus dipenuhi dalamrangka melaniutkan ke proses pemikahan, bertujuan untukpenaptsan risiko stuntin
39. PK21 adalah kegiatan

kependudukan, data
keluarga.

-10-

pengumpulan data
keluarga berencana,

tentang data
pembangunan

g bagi calon pengantin, ibu hamil, dan balita
pnmer

dan

40. Electronic-Human Deuelopment Worker yang selanjutnya disingkat
eHDW, adalah aplikasi berbasis telepon genggam sebagai solusi digitaluntuk mempermudah l,embang dalam mengembangkan kegiatan
Konvergensi pencegahal dal percepatan penurunan Stunting.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini bertuj uan untuk memberikan kepastian hukum bagrPemerintah Daerah, Pemerintah l,einbang/Kelurahan dan Pemangku
Kepentingan, berupa langkah_langkah konkrit yang harus
secara konvergen, holistik, integratff, dan berkuaritas da_lam
pencegahan darl percepatan penurunan Stuntbq.

dilaksanakan

pelaksanaan
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memfasilitasi Lembang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi 

pembangunan sumber daya manusia di Lembang. 

35. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS, adalah 

sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan 

pelaku pembangunan Lembang di bidang kesehatan, yang berfungsi 

sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi 

kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan. 

36. Sustainable Development Goals Lembang yang selanjutnya disingkat 

SDGs Lembang adalah tujuan pembangunan berkelanjutan Lembang 

untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, 

dan melindungi Jingkungan. 

37. Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang 

selanjutnya disingkat ePPGBM, adalah aplikasi digital untuk 

memperoleh status gizi individu baik balita maupun ibu hamil secara 
cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan untuk penyusunan 

perencanaan dan perumusan kebijakan gizi. 

38. Elektonik Siap Nikah dan Hamil yang selanjutnya disingkat ELSIMIL, 

adalah aplikasi yang diperuntukkan kepada calon pengantin, sebagai 

salah satu persyaratan admnistrasi yang harus dipenuhi dalam 

rangka melanjutkan ke proses pemikahan, bertujuan untuk 

penapisan risiko stunting bagi calon pengantin, ibu hamil, dan balita. 

39. PK21 adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data 

kependudukan, data keluarga berencana, dan pembangunan 

keluarga. 

40. Electronic-Human Development Worker yang selanjutnya disingkat 

eHDW, adalah aplikasi berbasis telepon genggam sebagai solusi digital 

untuk mempermudah Lembang dalam mengembangkan kegiatan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 

Pasal2 Ar 
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi 'l 
Pemerintah Daeran, Pemerintah Lembang/�elurahan dan_ Pemangku t 
Kepentingan, berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan 

secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam pelaksanaan l 
pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 



U
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BAB II

Bagian Kesatu
Kewenangan Lembang

Pasal 3

Bagian Kedua
Kewenangan Kelurahan

Pasal 4

KEWENANGAN LEMBANC/KELURAHAN 
DALAM KONVERGENSI

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNA,N STUNTING

(l) Pemerintah Lembar:
peningkatan p"r*t ;yI;?:Hr:::,H"ilffijH"ilH
Penurunan Shlrrfing di Lembang dalam perencanaan pembangunanlcmbang.

(2) hogram dan kegiatan sebogaimma dir
disesuaikan dengan kewenangan rembang #"::-iTl ;#" Jildan kewenangan lokal berskala Iembang.

(3) Perencanaan pembanrunar [_er',ha-^ -^,.^_
ayat (,) ditetapkan ;ilf _fffi:r#:iffiiffiT:,tr;
I.embang.

Pemerinta-h Kelurahan menetapkan kebijakan progran dan kegiatanpeningkatan paket Iayanan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan Sfunting di Kelurahan dalam perencanaan pemban g)nar)Kelurahan. 

I
Perencanaan pembangunan di Kelurahan sebagaimana dimaksud /pada ayat (l) ditetapkan melalui rencana strategis Oan *"";-.;;; Ikecamatan.

•' -11- 

BAB II 
KEWENANGAN LEMBANG/KELURAHAN DALAM KONVERGENSI 

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Bagian Kesa.tu 
Kewenangan Lembang 

Pasal 3 

( 1) Pemerintah Lembang menetapkan kebijakan program dan kegiatan 
peningkatan paket layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di Lembang dalam perencanaan pembangunan 

Lem bang. 

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

disesuaikan dengan kewenangan Lembang berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal .berskala Lembang. 

(3) Perencanaan pembangunan Lembang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan melalui RPJM Lembang, RKP Lembang dan APB 

Lem bang. 

Bagian Kedua 

Kewenangan Kelurahan 

Pasal 4 

[I] Pemerintah Kelurahan menetapkan kebijakan program dan kegiatan 

peningkatan paket Iayanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di Kelurahan dalam perencanaan pembangunan,t 

Kelurahan. 

(2) Perencanaan pembangunan di Kelurahan sebagaimana dimaksud / 

pada ayat ( 1) ditetapkan melalui rencana strategis dan rencana kerja t' 
kecamatan. 

I 

\ 
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BAB III
PEI{YELENGGARAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN

DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Acuan Penyelenggaraan

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan

Stunting di Lembang/Kelurahan mengacu kepada Strategi Nasional
Percepatan Penurunan sfunting dan Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Stunting.

(2) strategi Nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. menurunkan prevalens i SfuntirLg;

b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c. menjamin pemenuhan asupan gizi;

d. memperbaiki pola asuh;

e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 6
(l) Strategi Nasional Percepatan penurunan Stunting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan
pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

(2) Pencapaian target tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melarui pencapaian target nasional prevarensi
Shtntirq yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

(3) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Sfunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah menetapkan target
antara sebesar l4o/o pada tahun 2024.

Pasal 7

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai
melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional percepatan

Penurunan Shnttng. I
l^
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BAB Ill 

PENYELENGGARAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN 

DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Bagian Kesatu 

Acuan Penyelenggaraan 

Pasal 5 
(1) Penyelenggaraan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting di Lembang/Kelurahan mengacu kepada Strategi Nasional 

Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional 
Percepatan Penurunan Stunting. 

(2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 

a. menurunkan prevalensi Stunting; 
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; 
c. menjamin pemenuhan asupan gizi; 

d. memperbaiki pola asuh; 

e. meningkatkan akses dan rnutu pelayanan kesehatan; dan 

f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 

Pasal 6 

(1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan 

pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. 

(2) Pencapaian target tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi 

Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. 

(3) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan target). 

antara sebesar 14o/o pada tahun 2024. ,..I 

Pasal 7 

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai 

melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan 

Penurunan Stunting. 
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(2) Pilar dalam Strategi Nasional percepatan penurunarr Stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a

b

c

peningkatan komitmen dal visi kepemimpinan di
kementerian/lembaga, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah
Daeral-r kabupaten/ kota, dan pemerintah Lembang;
peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdavaan
masyarakat;

peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan IntervensiSensitif di kementerian/lembaga, pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten /kota, dan pemenntah Lembang;peningkatan ketahanan
keluarga, dan masyara-J::" 

dan gizi pada tingkat individu'

penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, daninovasi.

d

e

pasal g
(1) Dalam pelaksanaan

sebagaimana or-*t""t"*i 
Nasional Percepatan Penurunan stunting

Nasio n ar merar u i r.**:J",::ff j* lirr;_ j,;;; 
o"" 

" 
an a A k s i

(2) Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :a. penyediaan data keluarga berisiko Shnting;
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usiasubur;

d. Surveilals keluar
e. audit kasus 

"rrr*.[l"n"iko 

stunfrng; dan

ercepatan penurunan

dilaksanakan oleh
Kepentingan lainn-va. I/l

Bagian Kedua
Target prevalensi 

Sfu nfing

(1) Dalam rangka mendukung ;:"T;rr" tarset antara sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 ayat (3), pemerintah Daerah menetapkan

I
v

t
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(2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. peningkatan komitmen dan visi 

Penurunan Stunting 

kepemimpinan di 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Peroerintah 

Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Lembang; 

b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan 

masyarakat; 
c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan lntervensi 

Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Lembang; 

d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu , 

keluarga, dan masyarakat; dan 
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan 

inovasi. 

Pasal 8 

(1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun Rencana Aksi 

Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting. 
(2) Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 

dari kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup : 

a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting; 
b. pendampingan keluarga berisiko Stunting; 
c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia 

subur; 

d. Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan 

e. audit kasus Stunting. 
(3) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional untuk Percepatan Penurunan 

Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan lainnya. � 

Bagian Kedua 

Target Prevalensi Stunting 

Pasal 9 

( 1) Dalam rangka mendukung tercapainya target antara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan 
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target prevalensi Stunting Daerah sebesar 4o/o (empat persen) setial.
tahun.

(2) Target prevalensi Stunting Daerah sebagaimana dimaksud pada a_vat

(1) ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun.
(3) Target prevalensi Stunting Daerah dijabarkan dalam sasaran,

indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab,
dan pihak pendukung.

(4) Target prevalensi Stunting Daerah sebagaimsla dimaksud pada ayat
(3), tercantum da-lam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10
(1) Target Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting

di t embang/ Kelurahan meliputi :

a. Lembang/ Kelurahan bebas Sfunflng pada tahun 2030;
b. Lembang/Kelurahan menandatangani dan melaksanakan

komitmen percepatan penurunan Sfunting;
c. lrmbang mengintegrasikan Konvergensi pencegahan dan

Percepatan penurunan Sfuntirry dalam RpJM Lembang dan RKp
l,embang setiap tahun;

d. Lembang meningkatkan a_lokasi Dana Desa untuk Intervensr
Spesifik dan Intervensi Sensitif setiap tahun;

e l,embang/Keluraharr melakukan Konvergensi pencegahan dan

f
Percepatan penurunan Sfun/rng mulai
Pemerintah Lembang/Kelurahan berki
Penurunan Stunting pada tahun 2024;

tahun 2022;

nery'a baik dalam percepatan

g. tersedianya sistem insentif bagi pelaku percepatan penurunan
stunting di trmbang/Kelurahan, yang din,ai berkinerja baikdalam percepatan penurun an Shtntingteritegrasi; darth. l€mbang mendukung pelaksanaan tugas kementerian/lembaga
dan pemerintah Daerah dalam melak"rrr*u, Intervensi Spesifidan Intervensi Sensitif. 

nal<an lntervensi snesifikrf

(2) Ketentuan lebih lanjut mengen€.
Percepatan penurunar Shtnting di
berkine{a baik dalam percepat
sebagaimana dimaksud pada aya
keputusan Bupati.
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target prevalensi Stunting Daerah sebesar 40/0 (em pat persen) setiaj: 

tahuri. 

(2) Target prevalensi Stunting Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun. 

(3) Target prevalensi Stunting Daerah dijabarkan dalam sasaran, 
· ng jawab indikator sasaran, target dan tahun pencapruan, penanggu , 

dan piha.k pendukung. 

(4) Target prevalensi Stunting Daeran sebagaimana dima.ksud pada ayat 

(3), tercantum dalam Lampiran yang merupa.kan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

(1) Target Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 

di Lembang/Kelurahan meliputi: 
a. Lembang/Kelurahan bebas Stunting pada tahun 2030; 

b. Lembang/Kelurahan menandatangani dan mela.ksanakan 

komitmen Percepatan Penurunan Stunting; 
c. Lembang mengintegrasikan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting dalam RPJM Lembang dan RKP 

Lembang setiap tahun; 
d. Lembang meningkatkan alokasi Dana Desa untuk Intervensi 

Spesifik dan lntervensi Sensitif setiap tahun; 

e. Lembang/Kelurahan melakukan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting mulai tahun 2022; 

f. Pemerintah Lembang/Kelurahan berkinerja baik dalam Percepatan 

Penurunan Stunting pada tahun 2024; 

g. tersedianya sistem insentif bagi pela.ku Percepatan Penurunan 

Stunting di Lembang/Kelurahan, yang dinilai berkinerja baik 

dalam Percepatan Penurunan Stunting teritegrasi; dan 

h. Lembang mendukung pela.ksanaan tugas kementerian/lembaga 

dan Pemerintah Daerah dalam mela.ksana.kan Intervensi Spesifik Jr 
dan Intervensi Sensitif. I 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem insentif bagi pelaku 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan. yang dinilai 

berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting teritegrasi, 

sebagaimana dirna.ksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

t 
1 
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Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal I I
Sasaran utama Konvergensi pencegahan dan Percepatan penurunan
Shtnting adalah :

a. remaja;

b. calon pengantin;

c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan

anak berusia 0 (nol)_ 59 (lima puluh sembilan) bulan.
e

Bagian Keempat

Program dan Kegiatan

pasal 12
(1) Pemerintah kmbang/Kelurahan mengoordinasikan danmenyelenggarakan Konvergensi pencegahan dan percepatan

Penurunan truntirq ditingkat Lembang/Kelurahan.
(2) Pemerintah Lembang/ Kelurahan _.*"r"r,**"rakan pencegahan danPercepatal penurunaa Stunting melalui

Konvergensi pencegahan dan percepatan 

""rrI:TL:L. 
u"*'"tu"

(3) Program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan percepatanPenurunan Shtnting sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan dengan cara :

Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting

a. penguatan perencana
b peningkatu,, r.,.rt"" ll,fil:;i"*"'*'
c. peningkatan kualitas pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dand. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 4

Pasal 13
(1) Pemerintah Lembang memprioritaskan

mendukung penyelenggaraan
penggunaan Dana Desa da.lam I

l.
Percepatan penurunan Stunting.

Konvergensi pencegahan dan
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Bagian Ketiga 

Sa saran 

Pasal 11 
Sasaran utama Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting adalah : 
a. remaja; 

b. calon pengantin; 

c. ibu hamil; 
d. ibu menyusui; dan 
e. anak berusia O (nol}- 59 (lima puluh sembilan} bulan. 

Bagian Keempat 

Program dan Kegiatan 

Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 

Pasal 12 
(1) Pemerintah Lembang/Kelurahan mengoordinasikan dan 

menyelenggarakan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan. 

(2) Pemerintah Lembang/Kelurahan menyelenggarakan pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting melalui program dan kegiatan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 
(3) Program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan dengan cara : 

a. penguatan perencanaan dan penganggaran; 

b. peningkatan kualitas pelaksanaan; 

c. peningkatan kualitas Pernantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan 

d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Pasal 13 
(1) Pemerintah Lembang memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam 

mendukung penyelenggaraan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting. 

t 
l 
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(2) Pemerintah Lembang mengoptimalkan program dan kegiatan
pembangunan kmbang dalam mendukung penyelenggaraaa
Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan S:funting.

Pasal 14
Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stuntirry
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13, dilal<ukan melalui 2(dua) bentuk intervensi yaitu :

a. Intervensi Spesilik; dan
b. Intervensi Sensitif.

Paragraf 1

Intervensi Spesifik

Pasal 15
Intervensi Spesifik ssfagaimana dimaksud datam pasal 14 huruf a, yangdilakukan di lembang/Kelurahan adalah :a. remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah (TTD);b. ibu hamil memperoleh tambahan asupan gizi, terutama ibu hamilkekurangan energi kronis (KEK);
c. ibu hamil mengonsunsi tablet tambah darah;d. ibu hamil mengonsumsi tablet kalsium;
e' air susu ibu (ASI) eksklusif bagi anak berusia 0 (nol)-6 (enam) bulan;f. pemberian makanr

berusiadibawahril"ffHil:*g 
ASI (MP-Asu bereizi bagi anak

g. pemantauan tumbuh kembang anak berusia di bawah S flima) tahun;h. tambahan asupzrn gzr, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahundengan gizi buruk;
i' tata laksana gizi buruk, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahundengan gizi buruk;
j. imunisasi dasar lengkap, bagi an
k. pemberian tablet zinc, untuk pen

bawah 5 (lima) tahun;
l. pemberian kapsul vita-min A ba

tahun; dan
m. Intervensi Spesifrk lainnya. l
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(2) Pemerintah Lembang mengoptimalkan program dan kegiatan 

pembangunan Lembang dalam mendukung penyelenggaraan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. 

Pasal 14 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan melalui 2 

(dua) bentuk intervensi yaitu : 

a. lntervensi Spesifik; dan 

b. Intervensi Sensitif. 

Paragraf 1 

Intervensi Spesifik 

Pasal 15 

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yang 

dilakukan di Lembang/Kelurahan adalah : 

a. remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah (TIO); 

b. ibu hamil memperoleh tambahan asupan gizi, terutama ibu hamil 

kekurangan energi kronis (KEK); 

c. ibu hamil mengonsunsi tablet tambah darah; 

d. ibu hamil mengonsumsi tablet kalsium; 

e. air susu ibu (ASI) eksklusifbagi anak berusia O (nol)-6 (enam) bulan; 

f. pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) bergizi bagi anak 

berusia di bawah 2 (dua) tahun; 

g. pemantauan tumbuh kembang anak berusia di bawah 5 (lima) tahun; 

h. tambahan asupan gizi, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun 

dengan gizi buruk; 

1. tata laksana gizi buruk, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun 
dengan gizi buruk; 

j. imuni�si dasar len�kap, bagi anak berusia �i bawah. 5 (lima) tahu.n; A 
k. pembenan tablet zmc, untuk pengobatan diare bagi anak berusia 

di,..} 

bawah 5 (lima) tahun; /,, 
1. pemberian kapsul vitamin A bagi anak berusia di bawah 2 (dua) 

l tahun; dan 

m. Intervensi Spesifik lainnya. 
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Paragraf 2

Intervensi Sensitif

Pasal 16
Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud datam pasal 14 huruf b, yangdilalukal di l,embang/ Kelurahan adalah :

a. keluarga berencana (KB) paska persalinan;
b. pencega,han keharnilan tidak diinginkan;
c. calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan;d. penyediaan akses air minum Iayak bagi rumah tangga;e. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;f. Penerimaan Bantuan Iuran (pBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),bagi rumah tangga berpenghasilan rendah;
g pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;h. bantuan tunai bersyarat bagr keluarga miskin dan rentan;i. pemberian pemahanj. bantuaa pansan,JT",t:H-ffi 

rentan;k. t€mbang tanpa BABS (Buang Air Besar Sembarangan); danl. Intervensi Sensitif lainnya.

Bagran Kelima
l,ayanan Konvergensi

Pasal 17
Lembang/Kelurahan bertanggunglawab mensejumlah laya.nan *.";";::'::-:::, 

memastikan terselenggaranl a

stunting,yang meliputitvergensi 
pencegalta'. dan Percepatan penurunan

a. Iayanal kesehataa ibu dan anak;
b. layanan konseling gizi terpadu;
c. layanan air minum dan sanitasi;
d. layanan jaminan sosial dan kesehatan ; /+e. layanan pAUD; I

h. Iayanan penyiapan kehidupan berkeluarga; dani' layanan pendampingan keluarga. 
an I
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Paragraf 2 

lntervensi Sensitif 

Pasal 16 

lntervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yang 

dilakukan di Lembang/Kelurahan adalah: 
a. keluarga berencana (KB) paska persalinan; 

b. pencegahan kehamilan tidak diinginkan; 
c. calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan; 
d. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga; 
e. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; 
f. Penerimaan Bantuan Juran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

bagi rumah tangga berpenghasilan rendah; 

g. pendampingan bagi keluarga berisiko stunting; 
h. bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan; 

i. pemberian pemahaman tentang Stunting; 

j. bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan; 
k. Lembang tanpa BABS (Buang Air Besar Sembarangan); dan 

I. Intervensi Sensitif lainnya. 

Bagian Kelima 

Layanan Konvergensi 

Pasal 17 

Lembang/Kelurahan bertanggungjawab memastikan terselenggaranya 

sejumlah layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting, yang meliputi: 

a. layanan kesehatan ibu dan anak; 

b. layanan konseling gizi terpadu; 

c. layanan air minum dan sanitasi; 

d. layananjaminan sosial dan kesehatan; 

e. layanan PAUD; 

f. layanan kelas pengasuhan dan pola asuh; 

g. layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga 
berisiko Stunting; 

h. layanan penyiapan kehidupan berkeluarga; dan 

i. layanan pendampingan keluarga. 
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Pasal 18
(1) I^ayanan Konvergensi sebagaimana dimaksud

dilaksanakan oleh penyedia layanan.
(2) Penyedia layanan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dibagi menjadi

dua kategori yaitu :

a. teknis sektoral, untuk memberikan dukungan teknis sebagar
pelaku sektoral dan bertanggung jawab penuh terhadap
penyediaan layanan, yaitrr puskesmas, puskesmas pembantu,
dan/atau penyedia layanan teknis sektoral lainnya; danb. berbasis masyarakat, untuk menyelaraskan peran penyedia
layanan teloris sektoral dengan peran aktif masyarakat selakupelaku utama pembangunan L,embang/ Kelurahan, yaituPosyandu, PAUD, pKK, kelompok keluarga lainnya, dan/ataupenyedia layalan berbasis masyarakat lainnya.

(3) Perangkat Daerah berperan sebagai koordinator penalggung jawabpenyediaan layanan, sesuai kewenangannya.

Paragraf I
Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 19

dalam Pasal 17,

(1) Layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud daram pasall7 hurufa, ditujukan bagi:
a. ibu hamil;
b. ibu menyusui;

c. anak berusia 0 (nol)_23 (dua pul
d. anak berusia 24 (duapuluh em

(2) Layanan kesehatan ibu dan an
dan kader kesehatan terlatih di pu

(3) Layanan kesehatan ibu dan anak meliputi , Ia. pemeriksaan kehamilan dan nifas; l.
b. tambahan asupan gizi terutama untuk ibu hamil KEK;c. layaran KB;

d. pemberian tablet tambah darah; dan
e. layanan kesehatan ibu dan anak lainnya.
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Pasal 18 

(1) Layanan Konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 

dilaksanakan oleh penyedia layanan. 

(2) Penyedia Jayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 

dua kategori yaitu : 
a. teknis sektoral, untuk memberikan dukungan teknis sebagai 

pelaku sektoral dan bertanggung jawab penuh terhadap 

penyediaan layanan, yaitu Puskesmas, Puskesmas pembantu, 

dan/atau penyedia layanan teknis sektoral lainnya; dan 

b. berbasis masyarakat, untuk menyelaraskan peran penyedia 

layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku 

pelaku utama pembangunan Lembang/Kelurahan, yaitu 

Posyandu, PAUD, PKK, kelompok keluarga lainnya, dan/atau 

penyedia layanan berbasis masyarakat lainnya. 

(3) Perangkat Daerah berperan sebagai koordinator penanggung jawab 
penyediaan layanan, sesuai kewenangannya. 

Paragraf l 

Layanan Kesehatan Ibu dan Anak 

Pasal 19 

(1) Layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 huruf a, ditujukan bagi : 

a. ibu hamil; 

b. ibu menyusui; 

c. anak berusia O (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan; dan i 
d. anak berusia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan. 'J 

(2) Layanan kesehatan ibu dan anak diberikan oleh tenaga kesehatan t' 
dan kader kesehatan terlatih di Puskesmas dan Posyandu. 

(3) Layanan kesehatan ibu dan anak meliputi: 

a. pemeriksaan kehamilan dan nifas; 

b. tambahan asupan gizi terutama untuk ibu hamil KEK; 

c. layanan KB; 

d. pemberian tablet tambah darah; dan 

e. layanan kesehatan ibu dan anak lainnya. 
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Paragraf 2

Layanan Konseling Gizi Terpadu

Pasal 2O
(1) la.yanan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal

17 huruf b, ditujukan bagi semua kelompok sasaran, terutama
sasaran yang mengalami masalah kesehatan/ gizi.

(21 Laya.,an konseling gizi terpadu diberikan oleh tenaga kesehatan dan
Kader kesehatan terlatih.

(3) Layanan konseling gizi terpadu dapat dilakukan di :

a. Polindes;

b. Poskesdes;

c. Puskesmas;

d. Posyandu; dan/atau
e. rumal'r, saat kunjungan rumah.

(4) Layanan konseling gizi terpadu difokuskan pada upaya menemukan
masalah ya,,g dihadapi keluarga terkait grzi dan memberdayakan
keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan/gizi yang dialami.

(5) Layanan konseling gizi terpadu meliputi :

a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
b. penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui;
c. konseling bagi ibu hamil tentang ASI eksklusif;

penyediaan makanan bergizi untuk anak berusia 7 (tujuh)_59
(lima puluh sembilan) bulan;
rujukan bagi keluarga 1.000 (seribu) HpK yang mengalami
masalah gizi, yaitu ibu hamfl KEK, anak berusia di bawah 5 (rima)
tahun bawah garis merah (BGM), dan anak berusia di bawah 5
(lima) tahun, kurus;
penyuluhan konsumsi masyarakat tentang pangan sehat dan
bergizi;

pengawasan dan pemantauan konsumsi tablet tambah darah bagi
ibu hamil dan remaja putri berusia t 2 (dua belas)_ l g (delapan
belas) tahun;
penyuluhan tentang pendidikan gizi masyarakat;
pengawasan kejadial kasus diare;
pengawasErn konsumsi zinc; dan
layanan konseling gizi terpadu lainnva.

d

e

f

h

i.

j
k.
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Paragraf 2 

Layanan Konseling Gizi Terpadu 

Pasal 20 

(1) Layanan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 huruf b, ditujukan bagi semua kelompok sasaran, terutama 

sasaran yang mengalami masalah kesehatan/gizi. 

(2) Layanan konseling gizi terpadu diberikan oleh tenaga kesehatan dan 

Kader kesehatan terlatih. 

(3) Layanan konseling gizi terpadu dapat dilakukan di : 

a. Polindes; 

b. Poskesdes; 

c. Puskesmas; 

d. Posyandu; dan/atau 
e. rumah, saat kunjungan rumah. 

(4) Layanan konseling gizi terpadu difokuskan pada upaya menemukan 

masalah yang dihadapi keluarga terkait gizi dan memberdayakan 

keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan/gizi yang dialami. 

(5) Layanan konseling gizi terpadu meliputi : 

a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil; 

b. penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui: 

c. konseling bagi ibu hamil tentang ASI eksklusif; 

d. penyediaan makanan bergizi untuk anak berusia 7 (tujuh)-59 

(lima puluh sembilan) bulan; 

e. rujukan bagi keluarga 1.000 (seribu) HPK yang mengalami 

masalah gizi, yaitu ibu hamil KEK, anak berusia di bawah 5 (lima) 

tahun bawah garis merah (BGM), dan anak berusia di bawah 5 

(lima) tahun, kurus; 

f. penyuluhan konsumsi masyarakat tentang pangan sehat dan 

bergizi; 

g. pengawasan dan pemantauan konsumsi tablet tambah darah bagi 

ibu hamil dan remaja putri berusia 12 (dua belas)-18 (delapan 

betas) tahun; l 
h. penyuluhan tentang pendidikan gizi masyarakat; 

i. pengawasan kejadian kasus diare; 

j. pengawasan konsumsi zinc; dan 

k. layanan konseling gizi terpadu lainnya. 
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paragraf 3
Layanan Air Minum dan Sanitasi

Pasal 2 1

(1) Layanan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud. dalam pasal
17 huruf c, bertujuan memastikan semua keluarga dapat mengakses :a. air minum layak konsumsi;
b. air bersih;

c. sarana jamban sehat; dan
d. rumah tinggal sehat yang memiliki tempat pembuangan sampah

dan pengolahan limbah cair.
(2) Bentuk sarana Iayanan air minum dan sanitasi disesuaikan dengankondisi setempat, dapat diupayakan oleh keluarga secara mandi.

atau oleh pemerintah l,errrbang/ I(elurahan.
(3) l"ayanan air minum dan sanitasi meliputi :

a. penyediaan sarana air bersih;
b. penyediaan jamban sehat bagi keluarga miskin;
c. penyediaan jamban sehat bagi keluarga 1.000 (seribu) HpK;d. penyediaan tempat sampah di setiap rumah tangga;
e. penyediaan sarana cuci talgarr di setiap rumah tangga dan tempat

umum;

f. penyuluhan tentang pengelolaan air [mbah dan sampah rumah
tangga;

penyusunan peratural Lembang tentang Stop Buang Air Besar
Sembarangan;

h. penyediaan sarana dal prasarana air bersih dan sanitasi di
Poskesdes, polindes, dan posyandu; dan
layanan air minum dan sanitasi lainnya.

paragraf 4
Layanan Jaminan Sosial dan Kesehatan

Pasal 22
(1) Layanan jaminan sosial dal kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 hurufd, terdiri dari :

I

4
I

a

b

bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
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Paragraf 3 

Layanan Air Min um dan Sanitasi 

Pasal 21 

(1) Layanan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 huruf c, bertujuan memastikan semua keluarga dapat mengakses : 

a. air minum layak konsumsi; 

b. air bersih; 

c. saranajamban sehat; dan 

d. rumah tinggal sehat yang memiliki tempat pembuangan sampah 

dan pengolahan limbah cair, 

(2) Bentuk sarana layanan air minum dan sanitasi disesuaikan dengan 

kondisi setempat, dapat diupayakan oleh keluarga secara mandiri 

atau oleh Pemerintah Lembang/Kelurahan. 

(3) Layanan air minum dan sanitasi meliputi : 

a. penyediaan sarana air bersih; 

b. penyediaan jamban sehat bagi keluarga miskin; 

c. penyediaan jamban sehat bagi keluarga 1.000 (seribu) HPK; 

d. penyediaan tempat sampah di setiap rumah tangga; 

e. penyediaan sarana cuci tangan di setiap rumah tangga dan tempat 

urn um; 

f. penyuluhan tentang pengelolaan air limbah dan sampah rumah 

tangga; 

g. penyusunan Peraturan Lembang tentang Stop Buang Air Besar 

Sembarangan; 

h. penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di 

Poskesdes, Polindes, dan Posyandu; dan 

i. layanan air minum dan sanitasi lainnya. 

Paragraf 4 

Layanan Jaminan Sosial dan Kesehatan 

Pasa.122 / 

( 1) Layanan jaminan sosial dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Y 
Pasal 17 huruf d, terdiri dari : 

a. bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan; 

b. bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan; 



(l) Layanan pAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e,diberikan kepada anak beru sia 2 (dua)_6 (enam) tahun.
(2) rayanan pAUD diberikan oleh guru pAUD di .AUD atau .AUDHolistik Integratif, dengan ketentuan guru 

'AUD 
harus memperoleh

pelatihan dasar yang dilengkapi dengan modur gizi sensitif.
(3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2r diatur oreh

Dinas Pendidikan Ihbupaten Tana Tora-ia.
(a) Lembang/Kelurahan bertanggung jawab memastikan guru pAUD

mendapatkan pelatihan dasar yang diperlukan.
(5) Ia.yanan pAUD meliputi :

a. pengadaan lembaga PAUD di Le mbang/Kelurahan;
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c. penerimaan bantuan iuran JKN bagi rumah tangga
berpenghasilan rendah; dan

d. layanan jaminan sosial dan kesehatan lainnya.
(2) l,ayanan jaminan sosia-l dan kesehatan didukung dengan layanan

administrasi kependudukan.
(3) Layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi :

a. akte kelahiran;
b. nomor induk kependudukan;
c. kartu tanda penduduk; dan
d. kartu keluarga.

Paragraf 5

Layanan pAUD

Pasal 23

b. pengangkatan tenaga
pendidikan;

pendidik PAUD sesuai kualifikasi

pemberian jaminan tenaga pendidik pAUD;
peningkatan fungsi pAUD menjadi pAUD Holistik Integratif;

c.

d

e. I
f

pemantauan dan pengawasan kasus kecacingan dan pemberian
obat cacing di lembaga pAUD; dan
layandn PAUD Lainnya. I
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· JKN bagi rumah tangga c. penerimaan bantuan iuran 
berpenghasilanrendah;dan 

d. layanan jaminan sosial dan kesehatan lainnya. 

(2) Layanan jaminan sosial dan kesehatan didukung dengan layanan 

administrasi kependudukan. 

(3) Layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi : 

a. akte kelahiran; 
b. nomor induk kependudukan; 

c. kartu tanda penduduk; dan 
d. kartu keluarga. 

Paragraf 5 
Layanan PAUD 

Pasal 23 

(1) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, 

diberikan kepada anak berusia 2 {dua)-6 {enam) tahun. 

(2) Layanan PAUD diberikan oleh guru PAUD di PAUD atau PAUD 

Holistik lntegratif, dengan ketentuan guru PAUD harus memperoleh 

pelatihan dasar yang dilengkapi dengan modul gizi sensitif. 

(3) Pelatihan dasar sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja. 

(4) Lembang/Kelurahan bertanggung jawab memastikan guru PAUD 

rnendapatkan pelatihan dasar yang diperlukan. 

(5) Layanan PAUD meliputi : 

a. pengadaan lembaga PAUD di Lembang/Kelurahan; 

b. pengangkatan tenaga pendidik PAUD sesuai kualifikasi 

pendidikan; 

c. pemberian jaminan tenaga pendidik PAUD; 

d. peningkatan fungsi PAUD menjadi PAUD Holistik Integratif; / 

e. pemantauan dan pengawasan kasus kecacingan dan pemberian r 
obat cacing di lembaga PAUD; dan 

f. layanan PAUD lainnya. 
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Paragraf 6

l,ayanan Kelas Pengasuhan dan Pola Asuh

Pasal 24
(1) L,ayanan kelas pengasuhan dan pola asuh sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf f, ditqiukan bagr orang tua dan pengasuh yang
memiliki anak berusia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan.

(2) l^ayanan kelas pengasuhan dan pola asuh dapat dilakukan di :

a. Posyandu melalui kegiatan bina keluarga balita (BKB); dan/atau
b. PAUD Holistik Integratif.

paragraf 7
Layanan Pemenuhan Asupan Gizi dan Ketahanan pangan

Keluarga Berisiko Stunting

Pasal 25
(l) Layanan pemenuhan asupan gjzt dan ketahanan pangan keluarga

berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g,meliputi:

a. fasilitasi keluarga di Lembang/Kelurahal memiliki akses ke bahan
pangan yalg layak;

b. bantuan bahan pangan bagr
menyediakan bahan pangan;

keluarga yang tidak mampu

pemanfaatan lahan milik Lembang/Kelurahan untuk ketahanan
c

pangan di l,embangrlKelurahan;
d. pemanfaatan lahan pekarangan

keluarga;

e. pelatihan keterampilan wirausaha
penghasilan;

untuk ketahanan pangan

sebagai alternatif sumber

f.

c

h

i.

j.

penyusunan menu sehat dengan melibatkan petugas gizi.
penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui;
konseling bagi ibu hamil tentang ASI eksklusif; 

Ipenyediaan makanan bergizi untuk anak berusia Z (tujun)_SS {(lima puluh sembilan) bulan;
rujukan bagi keluarga 1.OOO (seribu) H I yang -"rrg"l".oi /masalah grzr, yaitu ibu hamil KEK, anak berusia di bawah S (lima) |

h

k
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Paragraf 6 

Layanan Kelas Pengasuhan dan Pola Asuh 

Pasal 24 

( 1) Layanan kelas pengasuhan dan pola asuh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf I, ditujukan bagi orang tua dan pengasuh yang 

memiliki anak berusia O (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan. 

(2) Layanan kelas pengasuhan dan pola asuh dapat dilakukan di : 

a. Posyandu melalui kegiatan bina keluarga balita (BKB); dan/atau 

b. PAUD Holistik lntegratif. 

Paragraf 7 

Layanan Pemenuhan Asupan Gizi dan Ketahanan Pangan 

Keluarga Berisiko Stunting 
'-- 

k. rujukan bagi keluarga 1.000 (seribu) HPK yang mengalami 

masalah gizi, yaitu ibu hamil KEK, anak berusia di bawah 5 (lima) 

7 (tujuh)-59 ,1 
I 
l 

penyediaan makanan bergizi untuk anak berusia 

(lima puluh sembilan) bulan; 

j. 

Pasal 25 

(1) Layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga 

berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, 

meliputi : 

a. fasilitasi keluarga di Lembang/Kelurahan memiliki akses ke bahan 

pangan yang layak; 

b. bantuan bahan pangan bagi keluarga yang tidak mampu 

menyediakan bahan pangan; 

c. pemanfaatan lahan milik Lembang/Kelurahan untuk ketahanan 

pangan di Lembang/Kelurahan; 

d. pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan 

keluarga; 

e. pelatihan keterampilan wirausaha sebagai alternatif surnber 
penghasilan; 

f. penyusunan menu sehat dengan melibatkan petugas gizi. 

g. penyediaan makanan bergizi untuk ibu harnil; 

h. penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui; 

i. konseling bagi ibu hamil tentang AS! eksklusif; 



tahun bawah garis merah, dan anak berusia di bawah 5 (lima)
tahun, kurus;
penyuluhan konsumsi masyarakat tentang pangan sehat dan
bergizi; sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang, sehat, dan
aman;

penyuluhan mengenai pendidikan gr-i masyarakat;
pemanfaatan pekarangan rumah tangga dan lingkungan fasilitas
pelayanan publik;
penyediaan benih/bibit;
koordinasi pengawasarr dan pemantauan terhadap pangan yang
dikonsumsi;

q. peningkatirn pengetahuan tentang fortifikasi pangan;
r. peningkatan keterampilan pengelolaan hasil pekarangan melalu rkelompok wanita tani (KWT); dan
s. layanan pemenuhan asupan gjzr dart ketahanan pangan keluargaberisiko Stttnting lainnya.

(2) Keluarga berisiko Sh
prioritas r."""**.,'Sfnlrli::ilr#:** vang memfliki sasaran

a. ca.lon pengantin/3 (tiga) burlan pranikah;
b. ibu hamil sampai persalinan dan pascapersalinan;
c. keluarga dengan anak berusia kurang dari 6 (enam) bulan;d. keluarga dengan bayi berar lahir rendah (BBLR);
e. keluarga dengan anak berusia di bawah 2 (dua) tahun, -vangmemiliki panjang badan kurang dari 4g (empat puluh delapan)centrmeter;

m
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pasangan usia subur miskin.

Paragraf 8
Layanan penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Pasal 26

keluarga dengan anak
memliki inreksi kronis, JH:L::*-il;jljf, tahun, vang

anak berusia di bawah lima (5) tahun; dan

n

o

p

f

c

h

(1) Layanan pen

dalam pasal

pu tri.

It
yrapan kehidupan berkeluarga sebagaimana dimaksud
17 huruf h, ditujukan bagi remaja, terutama remaja
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tahun bawah garis merah, dan anak berusia di bawah 5 (lima) 

tahun, kurus; 
I. penyuluhan konsumsi rnasyarakat tentang pangan sehat dan 

bergizi; sosialisasi pangan beragarn , bergizi, seimbang, sehat, dan 

aman; 
m. penyuluhan mengenai pendidikan gizi masyarakat; 
n. pemanfaatan pekarangan rumah tangga dan Jingkungan 

pelayanan publik; 

o. penyediaan benih/bibit; 

p. koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap pangan yang 

dikonsumsi; 

q. peningkatan pengetahuan tentang fortifikasi pangan; 

r . peningkatan keterampilan pengelolaan hasil pekarangan melalu i 

kelompok wanita tani (KWT); dan 

s. layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga 

berisiko Stunting lainnya. 

(2) Keluarga berisiko Stunting mencakup keluarga yang memiliki sasaran 

prioritas pencegahan Stunting, terdiri dari: 

a. calon pengantin/3 (tiga) bulan pranikah; 

b. ibu harnil sampai persalinan dan pascapersalinan; 

c. keluarga dengan anak berusia kurang dari 6 [enarn] bulan; 

d. keluarga dengan bayi berat lahir rendah (BBLR); 

e. keluarga dengan anak berusia di bawah 2 (dua) tahun, yang 

memiliki panjang badan kurang dari 48 (empat puluh delapan) 

centimeter; 

f. keluarga dengan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun, yang 
memiliki infeksi kronis, gizi kurang, dan gizi buruk; 

g. anak berusia di bawah lima (5) tahun; dan 

h. pasangan usia subur miskin. 

Paragraf 8 

Layanan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga 

Pasal 26 

(I) Layanan penyiapan kehidupan berkeluarga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf h, ditujukan bagi remaja, terutama remaja 

putri. 

4 
J 

1 

fasilitas 



(3) Tim pendamping 
Keluarga

terdiri dari :

a. bidan;

-24-

sebagaimana dimaksud

(2) Kesehatan remaja putri perru dijaga seberum mereka menikah dan
hamil agar terhindar dari kondisi risiko tinggi antara lain :

a. hamil terlalu muda;
b. hamil dalam kondisi anemia; dan
c. hamil dalam kondisi kekurangan gizi.

(3) Layanan penyiapan kehidupan berkeluarga meliputi :

a. pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan
agarna (KUA) dan/atau lembaga keagamaan;

b. sosialisasi tentang pencegahan perkawinan di bawah umur;c. pemeriksaan kesehatan ca-lon pengantin di puskesmas, 3 (tiga)
bulan sebelum menikah;

d. penyelenggaraan pusat informasi dan konseling (pIK) remaja; dane. layanan penlapaa kehidupan berkeluarga lainnya.

Paragraf 9
l,ayanan pendampingan 

Keluarga

Pasal 27
(1) Layanan pendampingan keruarga sebagaimana dimaksud daram pasar17 huruf i, dilakukar
(2) Pendampingan oreh 

r oleh Tim Pendamping Keluarga'

pada ayat 1r1, me'put .T 

Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud

a. pemeriksaan kesehu

ed u kasi 
r *er c e gai, 

tffnil'.?:"[T,TH:,'#:"si, 
dan

b. pendampingan dan J

c. prosram keruarga r":::":.":::":t:.H;:",
d. pendampingan anal
e. ras,itasi *""",".n"lli Jj:,jj"tJ",l,,.,,,-", 

tahun;

f. fasilitasi akses terhadap lingkungal dan rumah sehat; dang. pelaksanaan dapur gizi keluarga berbas.trmbang/Kelurahan -,,-;"-:::, 
ll'"""'" 

pangan lokal di

penurunan sfunting. 
yang menjadi prioritas percepatan

tb. pengurus tim penggerak/ Kader pKK; darrc. Kader keluarga berencana.

pada ayat (1),
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dan 
(2) Kesehatan remaja putri perlu dijaga sebelum mereka menikah 

hamil agar terhindar dari kondisi risiko tinggi antara lain : 

a. harnil terlalu rnuda; 
b. harnil dalam kondisi anemia; dan 

c. hamil dalam kondisi kekurangan gizi. 

(3) Layanan penyiapan kehidupan berkeluarga meliputi : 

a. pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan 

agama (KUA) dan/atau lembaga keagamaan; 
b. sosialisasi tentang pencegahan perkawinan di bawah umur; 

c. pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas, 3 (tiga) 

- 
bulan sebelum menikah; 

d. penyelenggaraan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja; dan 

e. layanan penyiapan kehidupan berkeluarga lainnya. 

Paragraf 9 

Layanan Pendampingan Keluarga 

Pasal27 

( 1) Layanan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 7 huruf i, dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. 

(2) Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi: 

a. pemeriksaan kesehatan, advokasi, komunikasi, informasi, dan 

edukasi (KIE) cegah Stunting 3 (tiga) bulan pranikah; 

b. pendampingan dan KIE terhadap ibu hamil; 

c. program keluarga berencana pascapersalinan; 

d. pendampingan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun; 

e. fasilitasi akses terhadap bantuan sosial; 

terdiri dari : 

a. bidan; 

b. pengurus tim penggerak/Kader PKK; dan 

c. Kader keluarga berencana. 

f. fasilitasi akses terhadap lingkungan dan rumah sehat; dan 

g. pelaksanaan dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal di 1 
(3) Ti::.::::�:�::�=· di �::�..::�:. I 

� 



(4) Tim Pendamping Keluarga ditetapkan dengan keputusan Kepala

Lembang/Lurah.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONVERGENSI

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 28
Impeientasi pendekatan Kcnvergensi pencegahan dan percepatan

Penurunan stunting di t embang/ Kelurahan d akukan melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut:
a. penajaman pema-haman tentang Konvergensi pencegahan dan

Percepatan penurunan Shmting;
b. peningkatan kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dan

Percepatan penurunal S,tunting di Lembang/ Kelurahan;
c' penyediaan data rcmbang/Kelurahan, peta sosial dan konsolidasi

data Lembang/Kelurahan;

d. diskusi kelompok terarah di tingkat Lembang/Kelurahan:
e. rembuk Stunting Lembang/Kelurahan;
f. integrasi hasil rembuk Stunting Lembang/ Kelurahan ke dalamperenc€rnaan, pela_ksanaan, dan pengawasan pembangunar

Lembang/ Kelurahan; dan
c sinkronisasi perencanaan pembangunan terkait program dan kegiatan

Konvergensi pencegahan dan percepatan penurun a, sfunting diLembang/Kelurahan dan di kabupaten.

Bagian Kesatu
Penajaman pemahaman tentang Konvergensi

Pencegahan dan percepatan penurunan Stunting

Pasal 29
(1) Penajaman pemal:raman tentang Konverge

Percepatan penurunan Stunting sebagaimana
28 huruf a, merupakan sa_lah satu upaya pe
dalam Strategi Nasional percepatal
sebagaimana dimal<sud da_lam pasal Z ayat (2), yaitu peningkatan Ikomitmen dan visi kepemimpinan pemerintah l,embang/Kelr."n..r. 

" 
I
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Keluarga ditetapkan dengan keputusan Kepala 
(4) Tim Pendamping 

Lembang/Lurah. 

I 
\ 

BAB IV 

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONVERGENSI 

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Pasal 28 

lmpelentasi pendekatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan dilakukan melalui tahapan- 

tahapan sebagai berikut: 
a. penajaman pemahaman tentang Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting; 
b. peningkatan kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan; 
c. penyediaan data Lembang/Kelurahan, peta sosial dan konsolidasi 

data Lembang/Kelurahan; 
d. diskusi kelompok terarah di tingkat Lembang/Kelurahan; 

e. rembuk Stunting Lembang/Kelurahan; 

f. integrasi hasil rembuk Stuntir.g Lem bang/ Kelurahan ke dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunai 

Lembang/Kelurahan; dan 

g. sinkronisasi perencanaan pembangunan terkait program dan kegiatan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di 

Lembang/Kelurahan dan di kabupaten. 

Bagian Kesa.tu 

Penajaman Pemahaman tentang Konvergensi 

Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 

Pasal 29 

Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam 

komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Lembang/Kelurahan. 

28 huruf a, merupakan salah satu upaya perwujudan pilar kesatu 

dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu peningkatan 

Konvergensi ten tang pemahaman (1) Penajaman 
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(2) Penajaman pemahaman tentang Konvergensi pencegahan dan

Percepatan Penurunan Stunting adalah berbagai cara yang secara

efektif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat
guna, dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas
Pemerintah Lembang/Kelurahan, dan berfungsi untuk :

a. meningkatkan pemahaman;

b. menggugah kesadaran; dan
c. membangun komitmen pemerintah kmbang/Kelurahan dan

Pemangku Kepentingan, dalam upaya percepatan penurunan
Shtnting.

(3) Penajaman pemahaman tentang tentang Konvergensi pencegahan dan
Percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan kepada :

a. Pemerintah Lembang/ Kelurahan;
b. lembaga kemasyarakatan L,embang/Kelurahan;
c. pemerintah Daerah kabupaten dan Kecamatan;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. perguruan tinggi; dan
f. unsur masyarakat lainnya,

yang dapat mempercepat upaya Konvergensi pencegahan danPercepatan penurunan Shnting di Lembang/ Kelurahan.
(4) Indikator keberhasilan penajaman pemahaman adalah :a. kinerja KpM;

b. kinerja TppS kmbang/Kelurahan; dan
c. terbentuknya dan berfungsinya RDS.

Be gian Kedua
Peningkatan Kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dan

Percepatan penurunar S:tuntingdi kmbang/Kelurahan

pasal 30
(l) Peningkatan kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dan il,Percepatan penurunan Shtnting di t embang/Kelurahan 

".U.g"i_".,.r'ldimaksud dalam pasal 2g huruf b, merupakan salah 
".,,,, ,O*l /perwujuan pilar kedua Strategi Nasional percepatal ,u.,r.rr.rri IShtnting, sebagaimana dimaksud dalam pasa-l Z ayat (2), yaitu

{

-26- 

ah tentang Konvergensi pencegahan dan 
(2) Penajaman pem aman 

Percepatan Penurunan Stunting adalah berbagai cara yang secara 

efektif dapat digunakan untuk menyarnpaikan informasi yang tepat 

guna, dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas 

Pemerintah Lembang/Kelurahan, dan berfungsi untuk: 

a. meningkatkan pemahaman; 
b. menggugah kesadaran; dan 
c. membangun komitmen Pemerintah Lembang/Kelurahan dan 

Pemangku Kepentingan, dalam upaya Percepatan Penurunan 

Stunting. 
(3) Penajaman pemahaman tentang tentang Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan kepada: 
a. Pemerintah Lembang/Kelurahan; 
b. lembaga kemasyarakatan Lembang/Kelurahan; 

c. Pemerintah Daerah kabupaten dan Kecamatan; 

d. lembaga swadaya masyarakat; 
e. perguruan tinggi; dan 

f. unsur masyarakat lainnya, 

yang dapat mempercepat upaya Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan. 

(4) lndikator keberhasilan penajaman pemahaman adalah : 

a. kinerja KPM; 

b. kinerja TPPS Lembang/Kelurahan; dan 

c. terbentuknya dan berfungsinya RDS. 

Bagian Kedua 

Peningkatan Kapasitas Pelaku Konvergensi Pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan 

Pasal 30 
(1) Peningkatan kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dank 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan sebagaimana' I 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan salah satu upaya / 

perwujuan pilar kedua Strategi Nasional Percepatan Penurunan ( 

Stunting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu l 
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peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
bertujuan untuk :

a. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan pelaku Konvergensi
pencegahan dan percepatan penurunan
permasalahan Stunhng; dan

b. meningkatkan peran pelaku Konvergensi
Percepatan penurunan *unting dalam
Penurunan Stunting.

(3) Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara:
a. pembinaan;

b. pendidikan;

c. pelatihan;

d. rapat koordinasi teknis;
e. lokakarya;

f . workslop; dan
g. berbagai peningkatan kapasitas lainnya.

Stunting terhadap

pencegahan dan
upaya Percepatan

Bagian Ketiga
Penyediaan Data lcmbang/Kelurahan, peta Sosial

dan Konsolidasi Data Lembang/Kelurahan

pasat 3l(l) Penyediaan data Le

dataLcmbanrr*",,.1,1l-'J;l*I:T"T,1"I"::,ff :_T:lI:huruf c, merupakan
percepatan 

"..rr*r,'o"'a 

perwujudan pilar kelima Strategl Nasional

7 ayat (2), yaitu 
tn stunting' sebagaimana dimaksud dalam pasar

informasi, riset, dan #:il:* 
dan pengembangan sistem, data,

Konvslgsnsi pencegahan dan
di I€mbang/Kelurahan, dilakukan
tif 6mt

menggambarkansituasi *ttntingdansumbr 
g/Kerurahan, yang

Lembang/Kerurahan ;;";-:.:,: 
sumber dava pembangunan di

stunting. 
yang dibutuhkan untuk Percepatan P".,r.r.,"r,

t
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( 1), 

komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan 
peningkatan 
masyarakat. 

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat 

dan 

Percepatan 
pencegahan 

upaya 

pencegahan dan Percepatan Penurunan 

permasalahan Stunting; dan 
b. meningkatkan peran pelaku Konvergensi 

Percepatan Penurunan Stunting dalam 

bertujuan untuk : 
a. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan pelaku Konvergensi 

Stunting terhadap 

Penurunan Stunting. 

(3) Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara : 

a. pembinaan; 
b. pendidikan; 
c. pelatihan; 
d. rapat koordinasi teknis; 

e. lokakarya; 
f. workshop; dan 

g. berbagai peningkatan kapasitas lainnya. 

Bagian Ketiga 

Penyediaan Data Lembang/Kelurahan, Peta Sosial 

dan Konsolidasi Data Lembang/Kelurahan 

Pasal 31 

(1) Penyediaan data Lembang/Kelurahan, peta sosial dan konsolidasi 

data Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf c, merupakan upaya perwujudan pilar kelima Strategi Nasional 

Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2), yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data, 

informasi, riset, dan inovasi. 

(2) Perencanaan program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan, dilakukan 

berdasarkan kondisi objektif Lembang/Kelurahan, yang 

menggambarkan situasi Stunting dan sumber daya pembangunan di 

Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan 
Stunting. 
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(3) Kondisi objektif l,embang/Keiurahan sebagaimana dimaksud
ayat (2) diperoleh melalui :

a. hasil pemetaan sosial; dan
b. hasil pendataan SDGs l,embang.

(4) Situasi Stunting sebagaimana dimak
a. hasil pendataan eppGBM;
b. ELSIMIL;

c. PK2 l; dan
d. hasil pendataan lainnva.

sud pada ayat (3), diperoieh dari :

pada

(5) Dalam ha1 tedadi perbedaan muatan data yang digunakan olehPemangku Kepentingan di Lembang/ Kelurahan, camat memfasilitasipertemuan semua pemangku Kepentingan di Lembang/Kelurahan
untuk mencari pemecahan masalah terkait perbedaan data yangdigunakan.

pasal 32
( 1) Diskusi kelompok terarah tingkat Lembang sebagaimana dimaksuddalam pasai 2g huruf d, diiaksanal<ar oleh KpM, Kader lainnya, danPemangku Kepentingan, berdasarkan hasil pemetaan sosial danpendataan Lembang, untuk menyusun usulan_usulal kegiatanKonvergensi pencegahan dan percepatan penuruna n Shnting yangakan diajukan dalarr

(2) Diskusi kerompok ,.:#;Tffi::^T,T:ffi dlaksanakan oreh KpM,Kader lainnya, dan pemangku Kepentingan, berdasarkan hasilpemetaan sosial dan pendataan Kelurahan, untuk menyusun usulan-usulan kegiatan Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan
Stunting vang akan diajukan dalam musyawarah perencanaan
pembangunait Kecamatan.

Paragraf Keempat
Diskusi Kelompok Terarah di Lembang/Kelurahan

(3) Diskusi kelompok terarah dapat dilakukan di RDS dan kelompok-kelompok masyarakat.
(4) Materi diskusi kelompok terarah meliputi :

a anarisis sederhana terhadap has, pemetaan sosial dan pendataan
Lembang/Kelurahan;

b' menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diseresaikan.

I

t.
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(3) Kondisi objektif Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diperoleh melalui : 

a. hasil pemetaan sosial; dan 
b. hasil pendataan SDGs Lembang. 

(4) Situasi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari : 

a. hasil pendataan ePPGBM; 

b. ELSIMIL; 

c. PK21; dan 

d. hasil pendataan lainnya. 

(5) Dalam hal terjadi perbedaan muatan data yang digunakan oleh 

Pemangku Kepentingan di Lembang/Kelurahan, camat memfasilitasi 

pertemuan semua Pemangku Kepentingan di Lembang/Kelurahan 

untuk mencari pemecahan masalah terkait perbedaan data yang 

digunakan. 

Paragraf Keempat 

Diskusi Kelompok Terarah di Lembang/Kelurahan 

Pasal 32 

(1) Diskusi kelompok terarah tingkat Lembang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf d, dilaksanakan oleh KPM, Kader lainnya, dan 

Pemangku Kepentingan, berdasarkan hasil pemetaan sosial dan 

pendataan Lembang, untuk menyusun usulan-usulan kegiatan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang 

akan diajukan dalam Musyawarah Lembang. 

(2) Diskusi kelompok terarah tingkat Kelurahan dilaksanakan o!eh KPM, 

Kader lainnya, dan Pemangku Kepentingan, berdasarkan hasil 

pemetaan sosial dan pendataan Kelurahan, untuk menyusun usulan- 

usulan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting yang akan diajukan dalam musyawarah perencanaan 

pernbangunan Kecamatan. 

(3) Diskusi kelompok terarah dapat dilakukan di RDS dan kelornpok- 

kelompok masyarakat. 

(4) Materi diskusi kelompok terarah meliputi : 

a. analisis sederhana terhadap basil pemetaan sosial dan pendataan 

Lembang/Kelurahan; 

b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan; 

�I 

f 
l 
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(5) Kesepakatan hasil rembuk Shtnting Kelurahan
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita

merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan
masalah; dan

merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehahn di l,embang/Kelurahan.

c

d

Bagial Kelima
Rembuk Stunting Lembang/ Kelurahan

(r) Rembuk shlnrinslembang :llj:"r" dimaksud datam pasar 28huruf e, di.laksanakan sebelum Musyaw,arah Lembar:g dalam rangkapenyusunan perer
berru n gsi sebagai ;ffi -: J:.-;T."- 

tan g tah u n beri ku tn,r'a,

dengan pemerintah Lembang dan BpL ,"j:i:,^:.:1 
Lembang bersama

Percepatan penurunan stunting. 
<alt upaya pencegahan dan

(2) Rembuk Stunting Kelurahan sebagaimana
huruf e, d,aksanakan seberum ,, 

dimaksud daram pasar 2g

pembangunan Kelurahan untuk menen,,.,ot*"r"*"r"h 
perencanaan

akan diusurkan ;"'--:::::-:le:rentukan 
kegiatan prioritas vang

Kelurahan. 
ke musyawarah perencanaan pembangunan

(3) Sasaran utama yang harus dicapai daram rembuk shtntingadalah 
:a. pembahasan kondisi Konvergensi dan umpan balik 

-r ang har.Lrsd.iberikan kepada pemerintah Lembang/Kelurahan, dan organisasiPerangkat Daerah penanggung jawab penyedia layanan;b' pembahasan usulan program dan kegiatan Intervensi spesifik danIntervensi Sensitif untuk mewujudkan l,embang/ Kelurahan tan paStunting; dan
c. kesepakatan mengenai prioritas usulan program dalam rangka

kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
(4) Kesepakatan hasil rembuk Stunting Lemba,g sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dituangkan dalarn berita acara, yang ditandatanganioleh perwakilan RDS/TppS, unsur mas,var
Pemerin tah Lembang, untuk disampaikan
perencanaan pembangunan L,embang, rembuk
dan/atau rembuk Stunting kabupaten.

sebagaimana

acara, yang
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c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan 
masalah; dan 

d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan / 
atau menangani masalah kesehatan di Lembang/Kelurahan. 

Bagian Kelima 

Rembuk Stunting Lembang/Kelurahan 

Pasal 33 

(1) Rembuk Stunting Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf e, dilaksanakan sebelum Musyawarah Lembar.g dalam rangka 
penyusunan perencanaan pembangunan Lembang tahun berikutnya, 
berfungsi sebagai forum musvawarah masyarakat Lembang bersama 

dengan Pemerintah Lembang dan BPL terkait upaya pencegahan dan 
Percepatan Penurunan Stunting. 

(2) Rembuk Stunting Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf e, dilaksanakan sebetum musyawarah perencanaan 
pembangunan Kelurahan untuk menentukan kegiatan priorrtas yang 
akan diusulkan ke musyawarah perencanaan pembangunan 
Kelurahan. 

(3) Sasaran utama yang harus dicapai dalam rembuk Stunting adalah - 

a. pembahasan kondisi Konvergensi dan um pan balik yang haru s 

diberikan kepada Pemerintah Lem bang/ Kelurahan, dan organ isasi 

Perangkat Daerah penanggungjawab penyedia layanan; 

b. pembahasan usulan program dan kegiatan lntervensi Spesifik dan 

Intervensi Sensitif untuk mewujudkan Lembang/Kelurahan tanpa 

Stunting; dan 

c. kesepakatan mengenai prioritas usulan program dalam rangka 

kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. 

(4) Kesepakatan basil rembuk Stunting Lembang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani 

oleh perwakilan RDS/TPPS, unsur masyarakat Lem bang, dan .)l 
Pemerintah Lembang, untuk disampaikan dalam musyawarah '/ 
perencanaan pembangunan Lembang, rembuk Stunting Kecamatan , f 
dan/atau rembuk Stunting kabupaten. I 

(5) Kesepakatan hasil rembuk Stunting Kelurahan sebagaimana • 
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang 

\ 

\ 

\ 

I 
I 



ditandatangani oleh perwakilan TppS Kelurahan, unsur masyarakat
Kelurahan, dan lurah, untuk disampaikan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Kelurahan, rembuk Shntirq Kecamatan,
dan/atau rembuk ShtntirLg kabupaten.

(6) Selain dilaksanakan untuk kebutuhan penyusunan perencanaan
pemban gu nan tcmban g/ Kelu rahan, rembu k Stunting dapat dilaku kan
setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

(7) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat
dilaksanakan sebagai rapat koordinasi rutin setiap bulan antarperaku
Konvergensi di kmbang/Kelurahan, diselenggarakan oleh TppSLembangr/Kelurahan, dipimpin oleh ketua pelaksana TppSLembang/ Kelu rahan.

(8) Rapat koordinasi sebaqaimana dimaksud pada ayat (7) membahas
materi yang meliputi :

a. evaluasi pelaksanaal kegiatan Konvergensi percepatan penurunarr
Shtnting di tingkat Lembang/ Kelurahan;

b. pemanfaatan sumber daya;
c. kemitraan;

d. pelaksanaan penyediaan data; dan
e. hal-hal lain yang dianggap perlu dalam percepatan penangan

Shtnting.

30-

Bagian Keenam
Integrasi Hasil Rembu k Stunting Lembang/ Kelurahan
ke dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pemban gu nan Lembang/ Kelurahan

pasal 34
Integrasi hasil rembuk Shtnting Lembang/Kelurahan ke dalamperencanaan, pelaksanaal, dan pengawasan pembangunan
l,embang/Kelurahan sebagaimana di
merupakan upaya perwujudan pilar 3
Penurunan Stunting,sebagaimana dim
peningkatan Konvergensi Intervensi
Lembang/Kelurahan' serta peningkatan ketahanan pang€rn dan gizi pada ,l
tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 

- o--' rquq 
F
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ditandatangani oleh perwakilan TPPS Kelurahan, unsur masyarakat 

Kelurahan, dan lurah, untuk disampaikan dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan Kelurahan, rembuk Stunting Kecamatan, 

dan/atau rembuk Stunting kabupaten. 

(6) Selain dilaksanakan untuk kebutuhan penyusunan perencanaan 

pembangunan Lembang/Kelurahan, rembuk Stunting dapat dilakukan 

setiap bulan atau sesuai kebutuhan. 

(7) Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (6). dapat 

dilaksanakan sebagai rapat koordinasi rutin setiap bulan antarpelaku 
Konvergensi di Lembang/Kelurahan, diselenggarakan oleh TPPS 

Lembang/Kelurahan, dipimpin oleh ketua pelaksana TPPS 

Lembang/Kelurahan. 

(8) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membahas 

materi yang meliputi : 

a. evaluasi pelaksanaan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan 

Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan; 
b. pemanfaatan sumber daya; 

c. kemitraan; 

d. pelaksanaan penyediaan data; dan 

e. hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Percepatan Penangan 

Stunting. 

Bagian Keenam 

lntegrasi Hasil Rembuk Stunting Lembang/Kelurahan 

ke dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan 

Pembangunan Lembang/Kelurahan 

Pasal 34 

lntegrasi hasil rembuk Stunting Lembang/Kelurahan ke dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, k 
merupakan upaya perwujudan pilar 3 dan 4 Strategi Nasional Percepatan 1 
Penurunan Stunting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu f 
peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di 

Lembang/Kelurahan, serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada t 
tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 
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Pasal 35
(l) Hasil kesepakatan dalam rembuk Stunting l,embang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), menjadi usulan masyarakat dalam
musyawarah Lembang.

(2) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud
dilaksanakan untuk membahas dan menyepaJ<ati :

a. arah kebijakan pembangunan kmbang;

pada ayat (t)

b. program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh anggaranLembang, kh ususnya Dana Desa;
c. daftar usulan RKp L,embang, yaitu program dan kegiatan yang

;#:::.J""Ian 
ke musvawarah perencanaan pembansunan

(3) Hasil kesepakatan
pada pasar (r), ",."j;:";JH ffiffiJH;#ffi ,[H:Lembang, dan ApB Lembang.

(l) Hasil kesepakatan 
Pasal 36

dimaksud a.U- p"d 
m rembuk Sfunting Kelurahan sebagaimana

uJ 33 ayat (5), menjadi usulan masyarakat dalammusyawarah perenc€

,,, il;;- J;#;;iT.::ilil".::*'"."-0,,u 
s,un ing

untuk dibah"" ."."**ah 
perencanaan pembangunaa Kelurahan,

pembangunan *"rrr*jrl]toakati 
dalam musvawarah perencanaan

(3) Hasil kesepakatan
Kelurahan sebagain: 

musyawarah perencanaan

usuran rencana _"#L.TT;:J:: ?::.j?kepada Camat untuk
Kecamatan. 

bahar: musyawarah perencanaan
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Pasal 35 

(l) Hasil kesepakatan dalam rembuk Stunting Lembang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), menjadi usulan masyarakat dalam 

musyawarah Lembang. 

(2) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati : 

a. arah kebijakan pembangunan Lembang; 
b. program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh anggaran 

Lembang, khususnya Dana Desa; 
c. daftar usulan RKP Lembang, yaitu program dan kegiatan yang 

menjadi usulan ke musyawarah perencanaan pembangunan 

kabupaten. 
(3) Hasil kesepakatan musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud 

pada pasal (2), menjadi pedoman penyusunan RPJM Lembang, RKP 

Lembang, dan APB Lembang. 

Pasal 36 

( 1) Hasil kesepakatan dalam rembuk Stunting Kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). menjadi usulan masyarakat dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan. 

(2) Kelurahan mengkompilasi kesepakatan dalam rembuk Stunting 
dengan hasil pramusyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan, 

untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Kelurahan. 

(3) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan A, 
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal (2). berupa daftar1/ 

usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, disampaikan f 
kepada Camat untuk bahar: musyawarah perencanaan pembangunan 

Kecamatan. 
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Bagian Ketujuh

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Terkait Program dan Kegiatan

Konvergensi pencegahan dan Percepatan penurunan Stunting

di lembang dan di Kabupaten

terkait program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan *unting dengan perencanaan pembangunan di kabupaten
sebagaimana dimal<sud dalam pasal

Kecamatan.

(2) Peran Kecamatan da.lam sinkronisasi

28 huruf g, difasilitasi oleh

perencanaan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

( 1) Sinkronisasi

f. camat memfasilitasi

kepelayanan.
konsolidasi data sas€rran dan

Pasa] 37
perencanaan pembangunan di l,embang/Kelurahan

dukungan yang diperlukan oleh
pencegahan dan percepatan

program-program yang
si/kabupaten yang akan

nyelenggaraan

Stunting di

a mengidentifikasi k_-butuhan
Lembang/Kelurahan dalam
Penurunan Stunting;

b. memfasilitasi proses sosialisasi
direncanakan pemerintah pusat/provin
dilaksanakan di Lembang/Kelurahan;
mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang
diperlukan oleh l,embalg/Kelurahan;
fasilitasi dan konsolidasi data kewilayahan;
menyelenggarakan mekanisme yang mendukung pe
kegiatan pencegahan dan percepatan
l,embang/ Kelurahan, yang meliputi :

l. rapat koordinasi teknis penyuluh;
2. mini lokakary a Stunting;
3. rapat koordinasi Kecamatan;
4. rembuk Stunting Kecamatan; dan

c

d

e

4
o^o I

t
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Bagian Ketujuh 

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Terkait Program dan Kegiatan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 
di Lembang dan di Kabupaten 

Pasal 37 

(1) Sinkronisasi perencanaan pembangunan di Lembang/Kelurahan 

terkait program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting dengan perencanaan pembangunan di kabupaten 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, difasilitasi oleh 

Kecamatan. 

(2) Peran Kecamatan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan oleh 

Lembang/Kelurahan dalam pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting; 
b. memfasilitasi proses sosialisasi program-program yang 

direncanakan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten yang akan 

dilaksanakan di Lembang/Kelurahan; 

c. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang 

diperlukan oleh Lembang/Kelurahan; 

d. fasilitasi dan konsolidasi data kewilayahan; 

e. rnenyelenggarakan rnekanisme yang mendukung penyelenggaraan 

kegiatan pencegahan dan Percepatan Stunting di 

Lembang/Kelurahan, yang meliputi: 

1. rapat koordinasi teknis penyuluh; 

2. minilokakarya Stunting; 
3. rapat koordinasi Kecamatan; 

4. rembuk Stunting Kecamatan; dan 

f. camat memfasilitasi konsolidasi data sasaran dan 

kepelayanan. 



PERAN PELAKU PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN
DAN PERCEPATAN SruNII]VG DI LEMBANG/KELURAHAN

pasal 3g

an dan percepatan penurunan

a. pelaku di tingkat Lembang/Kelurahan; danb. pelaku di tingkat Kecamatan.

-3$

BAB V

Bagan Kesatu
U

\,

PeLaku di Tingkat Iembang/Kelurahan

Pelaku di tingkat Len 
Pasal 39

pasat 38 huruf a, ,"*j:;*l*eturahan 
sebagaimana dimaksud dalam

a. Pemerintah lcmbang;
b. Kelurahan;

c. Badan perausyawaraan 
lembang;

d. Ihder pembangunan 
Manusia;

tim penggerak pemberdayaan dan
bidan Lembang;

Kader keluarga berencana;

kesejahteraan keluarga (Tp pKK)

. Posyandu;

4
,^rf

i. PAUD Holistik Integratif;
j. karang taruna, dan kelompok pegiat Iembang lainnk. keluarga dan kelompok antarkeluarga;
l. pendamping lokal desa;
m. Tim pendamping Keluarga;
n. Tim Percepatan penurunan Stttnting; darro. fasilitator program lainnya.

e

f.

c
h

t

BABV 

PERAN PELAKU PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN 

DAN PERCEPATAN STUNTING DI LEMBANG/KELURAHAN 

Pasa.138 
Pelaku pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 
Stunting di Lembang/Kelurahan terdiri dari: 

a. pelaku di tingkat Lembang/Kelurahan; dan 
b. pelaku di tingkat Kecaroatan. 

Bagian Kesatu 
Pelaku di Tingkat Lembang/Kelurahan 

Pasal 39 

Pelaku di tingkat Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 huruf a, terdiri dari : 

a. Pemerintah Lembang; 

b. Kelurahan; 

c. Badan Permusyawaratan Lerobang; 

d. Kader Pembangunan Manusia; 

e. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP PKK) 

f. bidan Lembang; 

g. Kader keluarga berencana; 

h. Posyandu; 1 
1. PAUD Holistik lntegratif; I j. karang taruna, dan kelompok pegiat Lembang lainnya; 

k. keluarga dan kelompok antarkeluarga; 
� 

l. pendamping lokal desa; \'. 
m. Tim Pendaroping Keluarga; 

n. Tim Percepatan Penurunan Stunting; dan 

o. fasilitator program lainnya. 



u

Paragraf I
Pemerintah Iembang

Pasal 4O
Peran Pemerintah t embang sebagairnana dimaksud dalam pasal 39
huruf a, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan S:tunting adalah :

a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan Stunting di Lembang;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi
pencegahan dan percepatan penurunan *unting;

c' memantau dan mengkonsolidasikan tugas para peraku Konvergensi dikmbarrg;
d. memastikan program dan kegiatan Konvergensi tepat sasaran;e. memastikan s€mua sasaran mendapatkan layanan sesuaikebutuhannya;

f. menetapkaa KpM; dan
8 bersama-sama dengan BpL menyelenggarakan rembuk Stunting diLembang.

Paragrd 2

Kelura].an

Pasal 41
Peran Kelurahan ssbagairnana dimaksud dalam pasal 39 huruf b, dalampelaksanaan Konvergensi
Stunting adalah :

a. koordinator pelal<sanaan

pencegahan dan percepatan penurunan

Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan Sfunting di Kelurahan;

b

c

melaksanakal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi
pencegahan darl percepatan penurunan Shtnting;
memantau dan mengkonsolidasikan tugas para pelaku Konvergensi di
Kelurahan;

d. memastikan program dan kegiatan Konvergensi tepat sasaran;e. memastikan semua sasaran mendapatkan layanan
kebutuhannya; dan

f. menyelenggarakan rembuk Sturting diKelurahan.

lr

SeSUar

.34. 

Paragraf 1 

Pemerintah Lembang 

Pasal 40 

Peran Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf a, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting adalah : 
a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di Lembang; 
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; 
c. memantau dan mengkonsolidasikan tugas para pelaku Konvergensi di 

Lem bang; 
d. memastikan program dan kegiatan Konvergensi tepat sasaran; 
e. memastikan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai 

kebutuhannya; 

f. menetapkan KPM; dan 

g. bersama-sama dengan BPL menyelenggarakan rembuk Stunting di 

Lem bang. 

Paragraf 2 

Kelurahan 

Pasal 41 

Peran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dalam 

pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 
Stunting adalah : 

a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di Kelurahan; 1 
b. melaksanakan pembinuan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi1 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting; / 
c. memantau dan mengkonsolidasikan tugas para pelaku Konvergensi di J, 

Kelurahan; 

d. memastikan program dan kegiatan Konvergensi tepat sasaran; 

e. memastikan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai 

kebutuhannya;dan 

f. menyelenggarakan rembuk Stunting di Kelurahan. 
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Paragraf 3

Badan Permu syawaratan Lrmbang

Pasal 42
Peran BPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c, dalam
pelaksanaan Konvergensi

Stunfrng adala-h :

a. melakukan pengawasan

Konvergensi pencegahan

kmbang;

pencegahan dan Percepatan penurunan

dan

dan

pembinaan

Percepatan

b. pembawa aspirasi dan usulan kegiatan dari masyarakat; danc. bersama-sama dengan pemerintah Lcmbang melaksanakan
Shtnting Lembang.

terhadap pelaksanaan

Penurunan Sfinting di

rembuk

Pemerintah Lembang/Kelurahan mengangkat KpM untuk memfas,itasimasyarakat L'embang/Kerurahan dalam merencanakan, melaksanakan,dan mengawasi Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan
Stunting.

paragraf 4
Kader Pembangunan Manusia

Pasal 43

Pasal 44
KPM sebagaimana dimaksud da-lam pasal 43, paling sedikit I (satu) orangsetiap lembang/Kelurahan, dengan persyaratan sebagai berikut :a. berasal dari warga masyarakat Lembang/Kelurahan setempat;b. trerpengala,nal sebagai kader masyarakat, diutamakan bidarpembangunan manr

kader kesehatan 
';]:'seperti 

kaaer eosvandu' guru PAUD' tt"t:1
c 

;:H}-i"rTtrllJ;''*"i vang baik' diutamakan 
'^nr 

o^'^'f
d

Ie

berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; danmenguasai penggunaan kompu ter dan teknologi informatika.
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Paragraf 3 

Badan Permusyawaratan Lembang 

Pasal 42 

Peran BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dalam 

pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Stunting adalah : 
a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di 

Lem bang; 
b. pembawa aspirasi dan usulan kegiatan dari masyarakat; dan 
c. bersama-sama dengan Pemerintah Lembang melaksanakan rembuk 

Stunting Lembang. 

Paragraf 4 

Kader Pembangunan Manusia 

Pasal 43 
Pemerintah Lembang/Kelurahan mengangkat KPM untuk memfasilitasi 

masyarakat Lembang/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, 
dan mengawasi Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting. 

Pasal 44 
'- KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling sedikit 1 (satu) orang 

setiap Lembang/Kelurahan, dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. berasal dari warga masyarakat Lembang/Kelurahan setempat; 

b. berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan bidang Jr 
pembangunan manusia seperti leader Posyandu, guru PAUD, atau 1 
leader kesehatan lainnya; t c. memiliki kemampuan komunileasi yang baik, diutamakan yang dapat 

berbahasa daerah setempat; 

d. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; dan � 

e. menguasai penggunaan kornputer dan teknologi informatika. 

Penurunan 
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Pasal 45
(1) KPM di kmbang dipilih melalui Musyawarah Lembang dan ditetapkan

dengan keputusan Kepala Lembang.
(2) KPM di Kelurahan dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 46
KPM mempunyai tugas sebagai berikut :

a' menyosialisasikan kebijakan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan Stunting di t embang/Kelurahan;

b. menyosialisasikan pentingrrya percepatan penurunan Stunting;
c. terlibat dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku

warga masyarakat lemba_ng untuk mencegah terjadinya SUtnting;
d' memfasilitasi masyarakat Lembang/Kelurahan untuk berpartisipasi

aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dankegiatan pembangunan Lembang/Kelurahan untuk pemenuhan
layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif ;e' melakukan pemetaan sosial, meriputi pendataan layanan dan sasaral;f melakukan pemantauan dan Evaluasi untuk memaslikan kelompok
sasaran prioritas Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan
Stunting mendapatkan layanan yang dibutuhkan;

g. membantu penyelenggaraan rembuk Stunting;
h. memfasilitasi pembentukan RDS;
i menyiapkan laporan hasil pemantauan dan Evaluasi Konvergensi

pencegahan dan percepatan penurunan Sfuntingdi Lembang; danj. menyampaikan hasil pemantauan dan Evalu
(tiga) bulan, berupa form kartu penilaian ,..r: ":; ::1T; ffi":oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TppS.

Pasal 47
(1) Dalam melaksanakan tugasnya

46, KpM mendapatkan ban
transportasi, peningkatan su
kebutuhan lain yang diperlu
tugas.

L(2) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi.peningkatan sumber daya rnanusia, dan/atau kebutuhan lain untuk
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Pasal 45 

(1) KPM di Lembang dipilih melalui Musyawarah Lembang dan ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Lembang. 

(2) KPM di Kelurahan dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Lurah . 

Pasal46 

KPM mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. menyosialisasikan kebijakan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan; 

b. menyosialisasikan pentingnya Percepatan Penurunan Stunting; 
c. terlibat dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku 

warga masyarakat Lembang untuk mencegah terjadinya Stunting; 
d. memfasilitasi masyarakat Lembang/Kelurahan untuk berpartisipasi 

aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan 

kegiatan pembangunan Lembang/Kelurahan untuk pemenuhan 

layanan lntervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; 

e. melakukan pemetaan sosial, meliputi pendataan Jayanan dan sasaran; 

f. melakukan Pemantauan dan Evaluasi untuk memastikan kelompok 

sasaran prioritas Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting mendapatkan layanan yang dibutuhkan; 

g. membantu penyelenggaraan rembuk Stunting; 
h. mernfasilitasi pembentukan RDS; 

1. menyiapkan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Konvergensi 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Lem bang; dan 

J. menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara teratur setiap 3 

(tiga) bu Ian, berupa form kartu penilaian (score cards). untuk dibahas 

oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS. 

Pasal 47 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal i 
46, KPM mendapatkan bantuan operasional, insentif, biay:r 

transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau I 
kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 

tu gas. 

(2) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, 

peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk 



-Jl-

KPM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dibahas dalam
Musyawarah kmbang dan ditetapkan dalam ApB Lembang.

(3) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi,
peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk
KPM Kelurahan sebagaimana dima_ksud pada ayat (l), dibahas dalam
musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan ditetapkan
dalam dokumen pelal<sanaan anggaran Kecamatan.

(4) Pemerintah L'embang/Kerurahan memastikan ketersediaan fasilitas
telepon seluler dan/atau komputer di Lembang/Kelurahan yangdibutuhkan dalam penerapan penggunaan aplikasi eHDW.

KPM berkoordinasi dengan pemerintah Lembang/Kelurahan dan penyedialayanan Konvergensi pencegahan dan percepatan penurun an sfizntingdalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

paragraf Kelima
Tim Penggerak pKK/Kader pKK

Pasal 49
(i) Peran tim penggerak pKK/Kader pKK sebagaimana dima_ksud dalamPasal 39 huruf e, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan danPercepatan penurunan 

Sfi_tnting ada_lah sebagai :a. penggerak;

b. fasilitator; dan
c. mediator pelayanan_pelayanan bagi keluarga.

(2) Peran tim penggerak pKK/Kader pKK sebagai penggerak, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah _..,gt,i-pu.,, menggerakkan.dan membina potensi pelaku Konvergensi pencegahan dan percepatanPenurunan sutnting, khususnya keruarga untuk berperan aktif darampelaksanaan pencegahaa dan percepatan penurun art Stunting diLembang/Kelurahan.
(3) Peran dm penggerak pKK/ Kader pKK sebagai fasilitator, sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah membantu pelakuKonvergensi pencegahan dan percepatan penurun an *unting diLembang/Kelurahan untuk memahami

ditaksanakan dan memberikan panduan."Jr:"[_#;: akan

4
I
t.
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KPM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dibahas dalam 

Musyawarah Lembang dan ditetapkan dalam APB Lembang. 

(3) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, 

peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk 

KPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan ditetapkan 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan. 

(4) Pemerintah Lembang/Kelurahan memastikan ketersediaan fasilitas 

telepon seluler dan/atau komputer di Lembang/Kelurahan yang 

dibutuhkan dalam penerapan penggunaan aplikasi eHDW. 

Pasal 48 

KPM berkoordinasi dengan Pemerintah Lem bang/ Kelurahan dan penyedia 

layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Paragraf Kelima 

Tim Penggerak PKK/Kader PKK 

Pasal 49 

( 1) Peran tim penggerak PKK/ Kader PKK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 huruf e, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai: 

a. penggerak; 

b. fasilitator; dan 

c. mediator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. 

(2) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagai penggerak, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menghimpun, menggerakkan. 
dan membina potensi pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting, khususnya keluarga untuk berperan aktif dalam 

pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di 

Lembang/Kelurahan. 

(3) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagai fasilitator, sebagaimana 
{ 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah membantu pelaku / 
Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di � 
Lernbang/Kelurahan untuk memahami kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan memberikan panduan dalam pelaksanaanya. 
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(4) Peran tim penggerak pKK/Kader pKK sebagai mediator pelayanan_
pelayanan bagi keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
c, adalah melaksanakan koordinasi antarpelaku Konvergensi
pencegaltan dan percepatan penurunan frntirry di
lembang/Kelurahan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan sasaran.

Paragraf 6

Bidan Lembang

Pasal 5O
Peran bidan kmbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf f,dalam petaksanaan Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan
Stunfing adalah :

a

b

koordinator pendampingan keluarga; dan
pemberi layanan kesehatan kepada :

I

2

3

4.

5.

calon pengantin/calon pasangan usia subur;
ibu hamil;

ibu bersalin;

ibu pascabersalin;

anak berusia o (nol)-Sg (rima puluh sembilan) butan.

paragraf Z
Kader Keluarga Berencana

Pasal 5l
Peran Kader keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39huruf g, dalam pelaks
Penurunan sn ntins *Tfr:::::"# ffiltr";ffi;:ffipelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran. l
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(4) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagai mediator pelayanan- 

pelayanan bagi keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, adalah melaksanakan koordinasi antarpelaku Konvergensi 
Penurunan Stunting di pencegahan dan Percepatan 

Lembang/Kelurahan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan sasaran. 

Paragraf 6 

Bidan Lembang 

Pasal 50 
Peran bidan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, 

dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting adalah : 
a. koordinator pendampingan keluarga; dan 
b. pemberi layanan kesehatan kepada: 

L calon pengantin/calon pasangan usia subur; 

2. ibu hamil; 

3. ibu bersalin; 

4. ibu pascabersalin: 

5. anak berusia O (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan. 

Paragraf7 

Kader Keluarga Berencana 

Pasal 51 l 
Peran Kader keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 'I. 
huruf g, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan J 
Penurunan Stunting adalah pencatat dan pelapor data/perkembangan 

pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran. l 
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Paragraf 8

Posyaridu

Pasal 52

(1) Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan l,embang/ Kelurahan

yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial

dasar.

(2) Posyandu dibentuk berdasarkan hasil musyawarah
kmbang/ Kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala
Iembang/Lurah.

(3) Peran Posyandu dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan
Percepatan penurunan Stunting adalah :

a. membantu Kepala Lembang/Lurah dalam peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat Lembang/Kelurahan; dan

b. menyediakan layanan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Stunting berupa :

1. pembinaan dan konseling gizi;
2. kesehatan ibu dan anak;
3

4,

5.

6.

7.

8.

penyehatan ringkungan dan perilaku hidup bersih sehat;
layanan bina keluarga balita;
layanan pada pos pAUD Holistik IntegraLif;
layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
Iayanan kesehatan reproduksi remaja; dan
Iayanan peningkataa ekonomi keluarga.

Paragraf 9
PAUD Holistjk Integratif

pasal 53
(1) PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ghuruf i, adalah penanganan anak usia dini secara utuh danmenyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikandan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semuaaspek perkem bangaa anak usia dini.
(2) Peran pAUD Holistik Integratif dalam pelaksanaan Konvergensipencegahan dan percepatan penurunan 

S
rayanan pola pengasuhan dan gizi. 

ht'nting adalah penyedia

4
Ir
I
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Paragraf 8 

Posyartdu 

Pasal 52 

merupakan lembaga kemasyarakatan Lembang/Kelurah�n 

masyarakat dalam pelayanan sosial (1) Posyandu 
yang mewadahi pemberdayaan 

dasar. 

(2) Posyandu dibentuk 
Lembang/Kelurahan dan 

berdasarkan basil musyawarah 

ditetapkan dengan keputusan Kepala 

Lem bang/ Lurah. 

(3) Peran Posyandu dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan stunting adalah: 
a. membantu Kepala Lembang/Lurah dalam peningkatan pelayanan 

kesehatan masyarakat Lembang/Kelurahan; dan 
b. menyediakan layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Stunting berupa : 
1. pembinaan dan konseling gizi; 

2. kesehatan ibu dan anak; 

3. penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat; 

4. layanan bina keluarga balita; 

5. layanan pada pos PAUD Holistik Integratif; 

6. layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; 

7. layanan kesehatan reproduksi remaja; dan 

8. layanan peningkatan ekonomi keluarga. 

Paragraf9 

PAUD Holistik Integratif 

Pasal 53 

aspek perkembangan anak usia dini. 

(2) Peran PAUD Holistik Integratif dalam pelaksanaan Konvergensi 

(1) PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 J.. 
huruf i, adalah penanganan anak usia dini secara utuh dan 1 
menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan I dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua 

l 
pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting adalah penyedia 

layanan pola pengasuhan dan gizi. 



-40-

pasal 54
(1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf j, adalahlembaga kemasyarakatan lcmbang, yang bertugas membantu Kepalal,embang menanggulangi masalah kesejahteraan sosial danpengembangan generasi muda.
(2) Kelompok pegiat adalah unsur :

a. kelompok keagamaan;
b. kelompok perempuan;
c. kelompok tani; dan
d. kelompok lainnya,

yang terlibat aktif dalam penggerakan pembangunan kmbang.(3) Peran karang taruna dan kelomook pegiat sebagaimana dimaksudpada ayat (l) dar (2), dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahandan percepatan penurunan Sfunfing adatah :a. berpartisipasi menggeral<kan masyarakat dan anggotanya dalamgerakan masyarakat sehat;
b. menyosialisasikan pentingrrya percepatan penurunan Shtnting;c. melaksanakan ka
d. melaksanakan *-o-'" 

perubahan perilaku;
mpErnye perilaku hidup bersih sehat; dane. memonitor kondisi kelompok sasaran.

Paragraf l0
Karang Taruna dan Kelompok pegiat kmbang Lainnya

Paragraf l l
Keluarga dan Kelompok Antarkeluarga

Pasal 55
(1) Peran keluarga dalam pelaksa.naan Konvergensi pencegahan danPercepatan penurunan &untirq adalah menyediakal layalan kepadkelompok prioritas, metipuu , 

rucrrj€dl.kzrl layalan t<evaaa\

a. menyediakan menu sehat setiap hari;
b. menyediakan hunian yang bersih dan sehat; ,c. menyediakan sarana air minum dan sanitasi y€rng memen,hi l.standar kesehatan;
d. menyediakan dan mengolah bahaa makanan sehat setiap hari; L
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Paragraf 10 

Karang Taruna dan Kelompok Pegiat Lembang Lainnya 

Pasal 54 

(1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, adalah 
lembaga kemasyarakatan Lembang, yang bertugas membantu Kepala 

Lembang menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan 

pengembangan generasi muda. 
(2) Kelompok pegiat adalah unsur : 

a. kelompok keagamaan; 

b. kelompok perempuan; 
c. kelompok tani; dan 

d. kelompok lainnya, 

yang terlibat aktif dalam penggerakan pembangunan Lembang. 
(3) Peran karang taruna dan kelompok pegiat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2), dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan 
dan Percepatan Penurunan Stunting adalah : 

a. berpartisipasi menggerakkan masyarakat dan anggotanya dalam 
gerakan masyarakat sehat; 

b. menyosialisasikan pentingnya Percepatan Penurunan Stunting; 
c. melaksanakan kampanye perubahan perilaku; 

d. melaksanakan kampanye perilaku hidup bersih sehat; dan 

e. memonitor kondisi kelompok sasaran. 

Paragraf 11 

Keluarga dan Kelompok Antarkeluarga 

Pasal 55 

(1) Peran keluarga dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting adalah menyediakan layanan kepada A, 
kelompok prioritas, meliputi : 'l 
a. menyediakan menu sehat setiap hari; 

b. menyediakan hunian yang bersih dan sehat; 

c. menyediakan sarana air minum dan sanitasi yang memenuhi 

standar kesehatan; 

d. menyediakan dan mengolah bahan makanan sehat setiap hari; 

I 
I 
I 

I 
I 

\ 
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e. memastikan ibu hamil dan anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh

sembilan) bulan, mendapatkan layanan sesuai kebutuhan dan

tepat walrtu;

f. memberikan pengasuhan kepada anak berusia 0 (nol)-59 (lima

puluh sembilan) bulan; dan

g. meningkatkan pengetahuan kelompok prioritas tentang
pentingnya Percepatan Penurunan Shnting.

(2) Kelompok antarkeluarga adalah beberapa keluarga yang tinggal
berdekatan, membentuk kelompok untuk saling mendukung dan
membantu.

(3) salah satu bentuk kelompok antarkeluarga, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah dasa wisma.

(4) Peran kelompok aatarkeluarga dalam
pencegahan dan percepatan penurunan
sarana/ruang belajar bersama tentang
Percepatan penurunan Shtnting.

Paragraf 12

Pendamping Lokal Desa

Pasal 56

pelalsanaan Konvergensi

Stuntirq adalah sebagai

upaya pencegahan dan

Peran pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39huruf l, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan Sfunting ad,alah :

a. melakukan pendampingan da-lam kegiatan pendataan lembang,perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Lembangberskala lokal Lembang;

Penurunan Stunting di Lembang. 
t

b. memastikan program dan
Penurunan Stunting terinte
kmbang; dan

c. melaksalakan koordinasi
pencegahan dan percepatan
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hamil dan anak berusia O (nol)-59 (lima puluh 
sesuai kebutuhan dan memastikan ibu e. 

sembilan) bulan, mendapatkan layanan 

f. 

tepat waktu; . 
ak be sia o (nol)-59 (lima 

memberikan pengasuhan kepada an ru 

puluh sembilan) bulan; dan 
k l pok prioritas tentang 

g. meningkatkan pengetahuan e om 

pentingnya Percepatan Penurunan Stunting. . 
adalah beberapa keluarga yang tinggal 

(2) Kelompok antarkeluarga 
berdekatan, membentuk kelompok untuk saling mendukung dan 

membantu. 

(3) Salah satu bentuk kelompok antarkeluarga, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah dasa wisma. 

(4) Peran kelompok antarkeluarga dalam pelaksanaan Konvergensi 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai 

sarana/ruang belajar bersama tentang upaya pencegahan dan 

Percepatan Penurunan Stunting. 

Paragraf 12 
Pendamping Lokal Desa 

Pasal 56 

Peran pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf l, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting adalah : 

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan Lembang, 

l 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Lembang 

berskala lokal Lembang; 

b. memastikan program dan kegiatan pencegahan dan Percepatan L 
Penurunan Stunting terintegrasi dengan perencanaan pembangunan 41 
Lembang; dan f 

c. melaksanakan koordinasi dengan para pelaku Konvergensi ( 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Lem bang. 



Peran Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
huruf m, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan percepatan
Penurunan Stuntirug adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi :a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan;
c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial;
d. Surveilans kepada keluarga;
e. Surveilans kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur;f. Surveilans kepada keluarga berisiko Shnting; dang Surve,ans kepada sasaran prioritas untuk deteksi dini faktor risikoShtnting.
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Paragraf 13

Tim Pendamping Keluarga

Pasa.l 57

Paragraf 14
Tim Percepatan penanganal Stunting

Pasal 58
(1) Dalam rangka menyerenggarakan percepatan penurunan stunting ditingkat kabupaten, bupati menetapkan Tim percepatan penurunan

Stunting tingkat kabupaten.
(2) Tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

a. tim pengarah; dal
b. tim pelaksana.

(3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada t (2) huruf a, bertugas:a. memberikan arahan bagr perumusan dan pelaksanaan kebijakan,rencana, prograrn dan kegiatan percep
tingkat kabupaten;

b. memberikan pertimbangan, saran, d
penyelesaian kenrlala dan hambatan peny
Penurunan Sfuntirq cli tingkat kabupaten;

c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali daiam 1 (satu)tahun, atau sewaktu_waktu apabila diperlukan; dan t
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Paragraf 13 

Tim Pendamping Keluarga 

Pasal 57 

Peran Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
huruf m, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan 

Penurunan Stunting adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi: 

a. penyuluhan; 
b. fasilitasi pelayanan rujukan; 

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial; 

d. Surveilans kepada keluarga; 
e. Surveilans kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur; 

f. Surveilans kepada keluarga berisiko Stunting; dan 

g. Surveilans kepada sasaran prioritas untuk deteksi dini faktor risiko 

Stunting. 

Paragraf 14 

Tim Percepatan Penanganan Stunting 

Pasal 58 

( 1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di 

tingkat kabupaten, bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan 

Stunting tingkat kabupaten. 

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). terdiri atas : 

a. tim pengarah; dan 

b. tim pelaksana. 

(3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas: 

a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

rencana, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di ,l. 
tingkat kabupaten; 'I 

b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam / 
penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan ( 

Penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 

c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 
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(4) Tim pelaksana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting
antarorganisasi perangkat Daerah dan pemerintah
L,embang/ Kelurahan, maupun dengan pemangku Kepentingan
lainnya di tingkat kabupaten;

b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan
sumber daya manusia di tingkat kabupaten, Kecamatan, hingga
tingkat I-embang/Kerurahan yang dibutuhkan untuk percepatan
Penurunan Stunting,

c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku
Kepentingan daram penyerenggar€ran percepatan penurunan stunting
di tingkat kabupaten;

d melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Sfunfing kepada
gubernur 2 (dua) kafi dalam
apabil,a diperlukan.

1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu

d merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemenpendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkatkabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Lembang/ Kelurahan 
;mengoordinasikan pemantauan dan Evaluasi

Percepatan penurunan Stunting bersama secara
tingkat kabupaten;

membentuk TppS di tingkat Kecematan dan
Lembang/ Kelurahan; dan

e

f.

c

penyelenggaraan

lintas sektor di

TPPS tingkat

melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Sfuntingkepada
tim pengarah TppS kabupaten, I (satu) kali dalam f (satu) bulan atausewaktu-wal<tu apabila diperlukan.

pasal 59
Tim pelaksana percepatan penurunan Sfunfjng kabupaten, terdin dari :a. ketua peliaksana : wakil bupati;
b. wakil ketua : sekretaris Daerah;

kepala Bappeda kabupaten;
ketua tim penggerak pKK kabupaten;c. sekretaris : kepala organisasi perangkat Daerah yang
membidangi pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; dan

4

I
d tbidang-bidang.
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d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada 

gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukan. 

(4) Tim pelaksana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas: 

a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting 

antarorganisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah 

Lembang/Kelurahan, maupun dengan Pemangku Kepentingan 

lainnya di tingkat kabupaten; 
b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

surnber daya manusia di tingkat kabupaten, Kecamatan, hingga 

tingkat Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan 

Penurunan Stunting; 

c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku 
Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 

di tingkat kabupaten; 

d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen 

pendampingan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat 

kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Lembang/Kelurahan; 

e. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan 

Percepatan Penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di 

tingkat kabupaten; 

f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS tingkat 

Lem bang/ Kelurahan; dan 

g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada 

tim pengarah TPPS kabupaten, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Pasal 59 

Tim pelaksana Percepatan Penurunan Stunting kabupaten, terdiri dari : 

a. ketua pelaksana : wak.il bupati; 

b. wakil ketua : sekretaris Daerah; 

kepala Bappeda kabupaten; 

c. sekretaris 

d. bidang-bidang. 

ketua tim penggerak PKK kabupaten; / 
: kepala organisasi Perangkat Daerah yang f 
membidangi pengendalian penduduk dan keluarga I 
berencana; dan \&.. 



Bidang-bidang sebagaimana dimaksud daram pasal 5g huruf d, terdiri
OEIN :
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Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

dan

: organisasi perangkat Daerah yang
membidangi kesehatan, pendidikan
kebudayaan, agama, komunikasi dan info
media massa, organisasi kemasyarakatan, mitra
kery'a, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

: organisasi perangkat Daerah yang membidangi
kesehatan; dan

: organisasi perangkat Daerah yang membidangi
sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ketahanan pangan, mitra
ker1a, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

a. bidang pelayanan Intervensi Spesifft dan Intervensi Sensitif;b. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;c. bidaag koordinasi, Konvergensi dan perencanaan; dand. bidang data, monitoring, Evaluasi dan knoutted.ge management.

Bidang pelayanan Intervensi Spesifrk dan Intervensi sensitif sebagaimanadimaksud dalam pasal 60 humf a, terdiri dari ;

( a koordinator

b. anggota

b. anggota

Bidang perubahan perilaku dan pendampingan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 60 huruf b, terdiri dari :

a. koordinator : organisasi perangkat Daerah yang membidangi
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

yae)
d*l

rmasi,

I
t
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Pasal 60 

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri 

dari: 
a. bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; 

b. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga; 

c. bidang koordinasi, Konvergensi dan perencanaan; dan 

d. bidang data, monitoring, Evaluasi dan knowledge management. 

Pasal 61 
Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri dari : 

I 

I 
a. koordinator 

b. anggota 

: organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
kesehatan; dan 

: organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, ketahanan pangan, mitra 

kerja, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang. 

Pasal 62 
Bidang perubahan perilaku dan pendampingan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 huruf b, terdiri dari : I 
a. koordinator 

b. anggota 

: organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

dan 
: organisasi Perangkat Daerah yang yang A_ 
membidangi kesehatan, pendidikan dan I 
kebudayaan, agama, komunikasi dan informasi, J media massa, organisasi kemasyarakatan, mitra 

l 

\ 

1 

untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang. 

kerja, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan 



-45.

Pasal 63
Bidang koordinasi, Konvergensi, dan perencErnaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 60 hurufc, terdiri dari :

a. koordinator : oranisasi perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan daerah; dan

b. anggota : organisasi perangkat Daerah yang membidangi
pemberdayaan masyarakat dan L,embang,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
kesehatan, perwakilan pemerintah Lembang/
Kelurahan, mitra kerja dan/atau pihak lain yang
dibutuhkal untuk mendukung pelaksanaan
tugas bidang.

Bidang data,
pasal 64

monitoring, Evaluasi dan
sebagaimana dimaksud da-tam pasal 60 huruf d

knouledge

terdiri dari :

management

b. koordinator

b. anggota

(3) Keanggotaan

menyesuaikan
bidang-bidanB dalam
dengan kebutuhan

TPPS kabupaten

dan

: unsur perguman tinegi/universitas; dan
:organisasi perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan daerah, data, kantor
wilayah agama, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dan Lemb
Daerah rainnya, -,"" ili; .ff"L fiTl:1.
yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan
tugas bidang.

pasal 65
(1) Dalam hal wakil bupati berhalangan menjabat sebagai ketuapelaksana TPPS kabupaten, maka dapat digantikan oleh sekretarisDaerah, atau ketua tim penggerak pKK, atau kepala organisasiPeralgkat Daerah kabupaten yang membidangi pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, setelah berkoordinasi denganketua TppS pusat.
(2) Struktur bidang TppS kabupaten paling sedikit memuat bidang_

bidang sebagaimana dima.ksud dalam pasal 60. 4
Idapat

yangdibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

potensi wilayah
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Pasal 63 

Bidang koordinasi, Konvergensi, dan perencanaan 

dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri dari: 

sebagaimana 

a. koordinator 

b. anggota 

: oranisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

perencanaan pembangunan daerah; dan 

: organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

pemberdayaan masyarakat dan Lernbang, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
kesehatan, perwakilan pemerintah Lembang/ 

Kelurahan, mitra kerja dan/atau pihak lain yang 

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas bidang. 

Pasal 64 
Bidang data, monitoring, Evaluasi dan knowledge management 
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 60 huruf d, terdiri dari : 
b. koordinator 
b. anggota 

: unsur perguruan tinggi/universitas; dan 

: organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

perencanaan pembangunan daerah, data, kantor 

wilayah agama, kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat dan Lembang, organisasi Perangkat 

Daerah lainnya, mitra kerja dan/atau pihak lain 

yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas bidang. 

Pasal 65 

(1) Dalam hal wakil bupati berhalangan menjabat sebagai ketua 
pelaksana TPPS kabupaten, maka dapat digantikan oleh sekretaris 

Daerah, atau ketua tim penggerak PKK, atau kepala organisasi 

Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi pengendalian 

bidang-� 

dapat I 

penduduk dan keluarga berencana, setelah berkoordinasi dengan 

ketua TPPS pusat. 

(2) Struktur bidang TPPS kabupaten paling sedikit memuat 

bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. 
(3) Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang. 



a
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Pasal 66
Pembagian tugas TppS tingkat kabupaten sebagai berikut :

1. melaksanakal tugas_tugas ketua
pelaksana berhalangan; dan

ketua pelaksana :

1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh
kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten
Kecamatan dan Lembang;

2. merumuskan strateg dan kebijakan program kerja di seluruh
Lingkat pelaksanaan percepatan penurunan Sfunting untuk
mencapai target yang telah ditetapkan;

3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agartercapai e{isiensi dan efektifrtas organisasi;
4. mewakili TppS kabupaten untuk membuatpersetujual/kesepakatan dengal pihak lain setelah mendapatkan

kesepakatan dalam I

5. memimpin rembuk 
rapat TPPS di tingkat kabupaten; da,,

(satu) tahun atau se\ 

stunting kabupaten' I (satu) kali dalam 1

wakil ketua pelaksana . 

waltu-waktu apabila diperlukan'
b

2. membaatu ketua pelaksana merumuskan strategi dan kebijakandalam pelaksanaErn prograrn kerja percepatan penuruna n Stuntingkabupaten untuk me
sekretaris peia1.sana , 

''"to' target yang telah ditetapkan '

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakal bersama_sama ketua dalam hal administrasi dan penyelenggaraan TppS
kabupaten;

mengoordinasikal penyelenggaran TppS kabupaten
administrasi dan tata ke{a kelembagaan, serta
koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan;

pelaksana apabila ketua

dalam hal

melakukan

2

3 merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan
organisasi dalam hal administrasi dan tata keq.a untuk 

^r.j;.r)kebijakan orgalisasi; 
I

mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan TppS kabup aten Idalam hal administrasi dan tata keq.a, serta menghadiri .*.,_ I
rapat;

4

t5. memfasilitasi kebutuharr
antarbidang;

jaringan keq'a intemal organisasi
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Pasal 66 

Pembagian tugas TPPS tingkat kabupaten sebagai berikut : 

a. ketua pelaksana : 
1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh 

kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten 

Kecamatan dan Lembang; 
2. merumuskan strategi dan kebijakan program kerja di seluruh 

tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan; 
3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agar 

tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 

4. mewakili TPPS kabupaten untuk 

persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan 
kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan 

5. memimpin rembuk Stunting kabupaten, 1 (satu) kali dalam l 

(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
b. wakil ketua pelaksana : 

1. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila ketua 

pelaksana berhalangan; dan 

2. membantu ketua pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan 
dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting 

kabupaten untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 
c. sekretaris pelaksana : 

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama- 

sama ketua dalam hal administrasi dan penyelenggaraan TPPS 

kabupaten; 

2. mengoordinasikan penyelenggaran TPPS kabupaten dalam ha] 

administrasi dan tata kerja kelembagaan, serta melakukan 

koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan; 

3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan 

organisasi dalam ha! administrasi dan tata kerja untuk menjad� 

kebijakan organisasi; 

4. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan TPPS kabupaten 
/ 

dalam hal administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat- 

rapat; 

5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi 

antarbidang; 

membuat 
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6. membuat laporan periodik kegiatan TppS kabupaten; dan
7. melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh ketua pelaksana

TPPS kabupaten, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan
TPPS kabupaten.

d. bidang pelayanan Intervensi Spesifft dan Intervensi Sensitif :

1. mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan
terhadap sasaran penurunan Shtnting agar dapat be{alan dengan
baik di tingkat kabupaten;

2. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme
pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting,
mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional
Percepatan penurunan Stuntirq ;

a

4

5

mengoordinasikan Surveilans keluarga berisiko Stunting di
kabupaten;

mengoordinasikan dan memastikan bedalannya pendampingan
bagi keluarga berisiko Stunting dikabupaten;
mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan
bag, kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di
kabupaten; dan

melakukan rapat intemai bidang pelayalan Intervensi Spesifik
dan Intervensi Sensitif, 1 (satu) kali dalam I (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga :
1. meningkatkan kesadaran publik dan mendorong

perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan
tingkat kabupaten;

memfasilitasi dan mengawai penyusunan strategi komunikasi
perubahan perilaku penurunan Stuntirq tingkat kabupaten
sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah
l,embang/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan
edukasi bagi kelompok sasaran;
melaksanakan kampaaye publik terkait percepatan penuru
Shtnting di kabupaten secara berkelanjutan;

6

e

perubahan

Shnting di

2

3

4 mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung
komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi
komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;

I
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6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan 
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana 

TPPS kabupaten, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan 

TPPS kabupaten. 
d. bidang pelayanan lntervensi Spesifik dan lntervensi Sensitif : 

1. mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan 

terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan 

baik di tingkat kabupaten; 
2. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme 

pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, 

mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional 

Percepatan Penurunan Stunting; 
3. mengoordinasikan Surveilans keluarga berisiko Stunting di 

kabupaten; 
4. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan 

bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten; 

5. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan 

bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di 

kabupaten; dan 

6. melakukan rapat internal bidang pelayanan lntervensi Spesifik 

dan Intervensi Sensitif, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

e. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga: 

1. meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan 

perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan Stunting di 

tingkat kabupaten; 

2. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi 

perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten 

sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah 

Lembang/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan 

edukasi bagi kelompok sasaran; 

3. melaksanakan kampanye publik terkait Percepatan 
Penurunan,f" 

Stunting di kabupaten secara berkelanjutan; j 4. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung 

komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi 

komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 
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5. memfasilitasi komunikasi antarpribadi sesuai konteks kelompok
sasaran di kabupaten; dan

6. melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku rian
pendampingan keiuarga, I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

f. bidang koordinasi, Konvergensi dan perencanaan :

l ' mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan
Konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan
Penurunan Stunting di tingkat kabupaten;

2. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan
kebijakan, program dan keeiatan percepatan penurunan Shnting
antarorganisasi perangkat Daerah dan pemerintah r,embang,
terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunfing;

3. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan g (delapan) aksi
Konvergensi di kabupaten;

4. meiaksanakan rembuk Stuntingdi tingkat kabupaten;
5. memfasilitasi pembentukan TppS

l-embang/ Kelurahan.
di tingkat Kecamatan dan

mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan
kapasitas kepada organisasi perangkat Daerah kabupaten,
pemerintah Kecamatan, pemerintah tembang, dan pemangku
Kepentingan terkait kebdakan, program, dan kegiatan datam
rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting 

;
menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku
Kepentingan dalam penyerenggaraan percepataa penurunan
Stuntirry di tingkat kabupaten; dan
melakukan rapat intemal bidang koordinasi, Konvergensi dan
perencanaan, l (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu_
waktu apabila diperlukan.

6

7

8

c bidang data, monitoring, Evaluasi d
1. mengoordinasikan dan memasti

dan pengolahan data, pelaks
serta pengelolaan pengetahuan
sumber da_lam rangka perce

kabupaten;

-48- 

5. mernfasilitasi komunikasi antarpribadi sesuai konteks kelompok 

sasaran di kabupaten; dan 
6. melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan 

pendampingan keluarga, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
f. bidang koordinasi, Konvergensi dan perencanaan : 

1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan 

Konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan 

Penurunan Stunting di tingkat kabupaten; 
2. rnengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting 

antarorganisasi Perangkat Oaerah dan Pemerintah Lembang, 

terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting; 
3. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi 

Konvergensi di kabupaten; 

4. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten; 

5. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Kecamatan dan 
Lembang/Kelurahan; 

6. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan 

kapasitas kepada organisasi Perangkat Daerah kabupaten, 

pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang, dan Pemangku 

Kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam 

rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; 
7. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku 

Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan 

Stunting di tingkat kabupaten; dan 

8. melakukan rapat internal bidang koordinasi, Konvergensi dan 

perencanaan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu- 

waktu apabila diperlukan. 

g. bidang data, monitoring, Evaluasi dan knowledge management : 1 
1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan 1 / 

dan pengolahan data, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi / 
serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai l sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting d. 
kabupaten; 
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2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait

3

4

Percepatan Penurunan Sfuntirq dari berbagai sumber, antara lain :

a) dari data badan pusat statistik (BpS);

b) data kementerian/lembaga;

c) data dari organisasi perangkat Daerah;
d) sistem pendataaan Stunting nasional yang ada di kabupaten,

seperti eHDW; dan
e) sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Shtnting.

mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di
kabupaten;

melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk
mendukung percepatan penurunan stunting dikabupaten;
melaksanakan audit Sfunfing di kabupaten;
melakukan pemantauan dan Evaluasi di tingkat kabupaten
dengan melibatkan TppS di tingkat Kecamatan dan Lembang,dengan mengacu pada indikator kinerl.a capaian operasional
Percepatan penurunan Shnting pada Strategi Nasional danRencana Aksi Nasional; dan
melaporkan hasil pemantauan dan Evaluasi secara tertulis kepadatim pengarah TppS kabupaten.

5

6

7

(1) Sekretariat pelat<sana TppS kabupaten dibentuk untuk mendukungpelaksanaan tugas TppS kabupaten.

Pasal 67

(2) Koordinator sekretariat pelaksana TppS
Perangkat Daerah yang
dan keluarga berencana,

organisasi

penduduk

Kecamatan.

(3) Sekretariat pelaksana TppS kabupaten bertugas :

kabupaten adalah kepala
membidangi pengendalian
dan dibantu oleh TppS

a memberikan dukungan substansi, teknis,
penyelenggaraan percepatan penurunan Sfun
melaksanakan fungsi koordinasi tim pelak
melaporkan perkembangan pelaksanaan
Percepatan penurunan Sdnting; dan 

,lmelaksanakan tugas lain yang mendukung tu las pelaksana TppS I,kabupaten dalam percepatan penurun an Shnting.

b

c
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2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait 

Percepatan Penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain: 

a) dari data badan pusat statistik (BPS); 

b) data kementerian/lembaga; 

c) data dari organisasi Perangkat Daerah; 

d) sistem pendataaan Stunting nasional yang ada di kabupaten, 

seperti eHDW; dan 

e) sumber data lainnya terkait Percepatan Penurunan Stunting. 
3. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di 

kabupaten; 
4. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten; 

5. melaksanakan audit Stunting di kabupaten; 

6. melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat kabupaten 

dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan Lembang, 

dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional 

Percepatan Penurunan Stunting pada Strategi Nasional dan 

Rencana Aksi Nasional; dan 

7. melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara tertulis kepada 

tim pengarah TPPS kabupaten. 

Pasal 67 

(1) Sekretariat pelaksana TPPS kabupaten dibentuk untuk mendukung 

pelaksanaan tugas TPPS kabupaten. 

(2) Koordinator sekretariat pelaksana TPPS kabupaten adalah kepala 

organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, dan dibantu oleh TPPS 
Kecarnatan. 

(3) Sekretariat pelaksana TPPS kabupaten bertugas : 

a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi 1 
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; ,f 

b. melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka j melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan 

kabupaten dalam Percepatan Penurunan Stunting. 



-50-

(4) Datam hal pemberian dukungan substansi dan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekretariat pelaksana TPPS

kabupaten didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan.
(5) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

a. kalalgan profesional;

b. akademisi; dan/atau
c. aparatur sipil negara ( ASN).

(6) Tim teknis/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. penyuluh keluarga berencana;
b. penyuluh lapangan keiuarga berencana;
c. Kader keluarga berencana; dan/atau
d. Tim pendamping Keluarga.

(7) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (41, bertugas
melaksanakan arahan dan instruksi dari ketua pelalsana TppS pusat
serta berkoordinasi dengan pemangku Kepentingan kabupaten dalammenjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan
penurunan Stunting di wilayah kabupaten.

(8) Tim teknis/lapangan sebagaimana dimalsud pada ayat (4), bertugas
menjalankan kegiatan operasional TppS kabupaten secara penuh
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dar kemampuan wilayah.

Pasal 68

Pasal 69
Susunaa organisasi TppS tingkat Kecamatan terdiri dari:

a. pengarah; dan
b. pelaksana.

(1) TPPS kabupaten membentuk Tpps tingkat Kecamatan untukmembantu koordinasi dan operasional penyelenggaraan percepatan
Penurunan &unting.

(2) TPPS Kecamatan bertugas :

a. mendekatkan pelayanan koo
Penurunan Sfu nfing kabupaten

b. memberikan pendampingan
perencanaan dan pemanfaatan
untuk percepatan penurun an Stunting.

-50- 

· d teknis sebagaimana 
(4) Dalam hal pemberian dukungan substans1 an 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekretariat pelaksana TPPS 

kabupaten didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan. 

(S) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: 

a. kalangan profesional; 

b. akademisi; dan/atau 
c. aparatur sipil negara ( ASN). 

(6) Tim teknis/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: 

a. penyuluh keluarga berencana; 
b. penyuluh lapangan keluarga berencana; 

c. Kader keluarga berencana; dan/atau 
d. Tim Pendamping Keluarga. 

(7) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas 
melaksanakan arahan dan instruksi dari ketua pelaksana TPPS pusat 
serta berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan kabupaten dalam 

menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan 

penurunan Stunting di wilayah kabupaten. 

(8) Tim teknis/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas 

menjalankan kegiatan operasional TPPS kabupaten secara penuh 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah. 

Pasal 68 

(1) TPPS kabupaten membentuk TPPS tingkat Kecamatan untuk 

membantu koordinasi dan operasional penyelenggaraan Percepatan 

Penurunan Stunting. 
(2) TPPS Kecamatan bertugas : 

a. mendekatkan pelayanan koordinasi dan Konvergensi Percepatan h. 
Penurunan Stunting kabupaten kepada Lembang/Kelurahan; dan 1. 

b. memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap 

untuk Percepatan Penurunan Stunting. 

Pasal 69 
Susunan organisasi TPPS tingkat Kecamatan terdiri dari: 

a. pengarah; dan 

b. pelaksana. 
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Pasal 70

(1) Pengarah TPPS Kecamatan adalah :

a. TPPS kabupaten;

b. komandan komando rayon militer (Danramil); dan

c. kepala kepolisian sektor (Kapolsek).

(2) Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:

a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijal<an, rencana,

program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat
Kecamatan;

b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam
penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan

Penurunan Stunfing di tingkat Kecamatan;
c. melakukan rapat dengan pelaksana TppS Kecamatan, 1 (satu) kali

dalam I (satu) bulan atau sewaktu_waktu apabila diperlukan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan

kepada Ketua pelaksana TppS kabupaten, 2 (dua) kali
(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Shtnting

dalam I

Pasal 7l
(l) Pelaksana TppS Kecamatan terdiri dari :

a. ketua, dijabat oleh camat;
b. wakil ketua, dijabat oleh kepala puskesmas;
c. sekretaris, dijabat oleh kepala UpT KB Kecamatan/koordinator

KB; dan

d. bidang-bidang.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiridari

a. bidang koordinasi pelayanan Intervensi Senstif dan Intervensi
Spesifik;

bidang koordinasi penggerakan lapangan; dan
bidang koordinasi data.

b

c.
4

(3) bidang koordinasi pelayanan Intervensi senstif da,, Intervensi spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :a koordinator : ketua/pengurus Ikatan Bidan Indonesia tingkat

lran ng; dan
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Pasal 70 

( 1) Pengarah TPPS Kecamatan adalah : 

a. TPPS kabupaten; 
b. komandan komando rayon militer (Danramil); dan 

c. kepala kepolisian sektor (Kapolsek). 

(2) Pengarah TPPS Kecamatan bertugas: 
memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, a. 
program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat 

Kecamatan; 
b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam 

penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan 

Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan; 

c. melakukan rapat dengan pelaksana TPPS Kecamatan, 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 

d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 

kepada Ketua Pelaksana TPPS kabupaten, 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Pasal 71 

( 1) Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari : 

a. ketua, dijabat oleh camat; 

b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Puskesmas; 

c. sekretaris, dijabat oleh kepala UPT KB Kecamatan/koordinator 

KB; dan 

d. bidang-bidang. 

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri 

dari: 

a. bidang koordinasi pelayanan Intervensi Senstif dan Intervensi .Ar 
Spesifik; , f 

b. bidang koordinasi penggerakan lapangan; dan 

c. bidang koordinasi data. 

(3) bidang.koordin�si pelayanan Intervensi Senstif dan Intervensi 
Spesifik/ 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari : 

a. koordinator : ketua/ pengurus Ikatan Bidan Indonesia tingkat 

ran ting; dan 
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b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan
puskesmas, Kader posyandu, dan pihak lain yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan
tugas bidang.

(a) bidang koordinasi penggerakan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurufb, terdiri dari :

a. koordinator : ketua tim penggera-k pKK Kecamatan; dan
b. anggota : penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan

keluarga berencana, fasilitator program keluarga
harapan (pKH), tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh adat, dan pihak lain yang dibutuhkan
untuk mendukung tugas bidang.

Pasal72
Tugas pelaksana TppS Kecamatal adalah :

a. menyediakan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ditingkat Kecamatan;

b. menggerakan dan melaksanakan pendampingan lapangan untuk
Percepatan Penurunan Shtnting di tingkat Kecamatan.
melaksanakan pendampingan da, pengawasErn perencanaan dan
pemanfaatan Dana Desa dan alokasi Dana Desa untuk percepatan
Penurunan Sfunting;

melal<sanakan monitoring dan Evaluasi Stunting di tingkat
Kecamatal;

mengoordinasikan peningkatan keq.a sama dan kemitraan dengan

c

d

e

Pemangku Kepentingan

Penurunan Shnting;
dalam penyelenggaraan percepatan

f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan
berkinerja baik dalam percepatan penurunan
Kecamatan;

melaksanakan minilokar5za di tingkat Kecamatan, minimal I (satu)
kali dalam I (satu) bulan;
melaksanakan rembuk Shntirq di tingkat Kecamatan, minimal I
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu_waktu apabila
diperlukan; dan

brg, Kader yang

Stunting di tingkat

c

h

L
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: bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan 

Puskesmas, Kader Posyandu, dan pihak lain yang 

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas bidang. 

(4) bidang koordinasi penggerakan lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, terdiri dari : 

b. anggota 

a. koordinator 

b. anggota 

: ketua tim penggerak PKK Kecamatan; dan 

: penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan 
keluarga berencana, fasilitator program keluarga 
harapan (PKH), tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, dan pihak Jain yang dibutuhkan 

untuk mendukung tugas bidang. 

Pasal 72 
Togas pelaksana TPPS Kecamatan adalah 

a. menyediakan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di 
tingkat Kecamatan; 

b. menggerakan dan melaksanakan pendampingan lapangan untuk 

Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan; 

c. melaksanakan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan 

pemanfaatan Dana Desa dan alokasi Dana Desa untuk Percepatan 

Penurunan Stunting; 

d. melaksanakan monitoring dan Evaluasi Stunting di tingkat 
Kecamatan; 

e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan 

Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan 

Penurunan Stunting; 
f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi Kader yang 

berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat 

Kecamatan; 

g. melaksanakan rninilokarya di tingkat Kecamatan, minimal 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) bulan; 

h. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Kecamatan, minimal I 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila :I 
diperlukan; dan j,- 
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mum yang

membuatpersetujuan/kesepakatan dengan pihaJ< lain, setelah mendapatkan
kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kecamatan;

7. mewakili TppS untuk menghadiri agenda

ketua pelaksana :

1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan
Penurunan Sfunting untuk mencapai target penurunan Sfunting
Kecamatan;

2. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan
Penurunan Stunting Kecamatan dan l,embang/Kelurahan;

3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator_koordinator bidang
agar tercapai efisiensi dan efektihtas organisasi;

4. bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan
prograrr ker;'a percepatan penuru rran ffitntirq Kecamatan danLembang/Kelurahan;

memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat u
diikuti oleh semua unsur TppS di tingkat Kecamatan;
mewakili TppS Kecamatan untuk

1 melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stuntingkepada
tim pengarah TPPS Kecamatan, I (satu) kali dalam I (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 73
Pembagian peran TppS Kecamatan sebagai berikut :

a

5

6

kegiatan lain terkait percepatan penurunan Sfu

ketua pelaksana

pertemuan, atau
nting;

memrmpin minilokakarya Kecamatan, 1 (satu) kali dalam I (satu)
bulan; dan

memimpin rembuk Stunting Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
b. wakil ketua pelaksana :

1. melaksanakan tugas_tugas
pelaksana berhalangan; dan

2. membantu ketua pelaksana dalam pelaks€rnaan
pelaksanaan percepatan penurunan Stunting Ka
mencapai target yang telah ditetapkan.

sekretaris pelalsana :

8

9

Lc

1. mengoordinasikan enyelenggaran administrasi dan tata kerja
kelembagaan TppS Kecamatan ;

1. 
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melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada 

tim pengarah TPPS Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Pasal 73 

Pembagian peran TPPS Kecamatan sebagai berikut : 

a. ketua pelaksana : 
1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan 

Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting 

Kecamatan; 
2. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan 

Penurunan Stunting Kecamatan dan Lembang/Kelurahan; 

3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang 

agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 

4. bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan 

program kerja Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dan 

Lembang/Kelurahan; 

5. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang 

diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat Kecamatan; 

6. mewakili TPPS Kecamatan untuk membuat 

persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain, setelah mendapatkan 

kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kecamatan; 

7. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan, atau 

kegiatan lain terkait Percepatan Penurunan Stunting; 
8. memimpin minilokakarya Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

bulan; dan 

9. memimpin rembuk Stunting Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun. 

b. wakil ketua pelaksana : 

1. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila ketua)l 

pelaksana berhalangan; dan l 
2. membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan program kerja '/ 

pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten dalam f I 
mencapai target yang telah ditetapkan. V,. 

c. sekretaris pelaksana: 

1. mengoordinasikan penyelenggaran administrasi dan tata kerja 

kelembagaan TPPS Kecamatan; 
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2. melakukan koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan TppS
Kecamatan;

3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan
organisasi terkait administrasi dan tata kerja untuk menjadi
kebijakan organisasi;

4. mengawasi seluruh penyerenggaraan aktifrtas Tpps Kecamatan
terkait administrasi dan tata kerja,

5. menghadiri rapat-rapat;
6. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi

antarbidang;

7. membuat laporal periodik kegiatan TppS Kecamatan;
8. melaksanakan tugas lain yalg diberikan oleh ketua pelaksana

TPPS Kecamatan, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan
TPPS Kecamatan.

bidang koordinasi pelayanan Intevensi sensitif dan Intervensi Spesifik
berperan memastikan berialannya pelaksanaan pelayanan,
pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu
pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Shtntingdi kecamatan.
bidang koordinasi penggerakan lapangan berperal mengoordinasikan
dan memastikan Tim pendamping Keluarga dan mitra melaksanakan
penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan,
komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran
penurunan Shmting di tingkat Kecamatan.

f. bidang koordinasi data berperan melakukan pengumpulan data,
pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan
hasilnya secara berkala, ataupun sewaktu_waktu bila diperlukan
kepada TPPS kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim
Pendamping Keluarga di tingkat lembang/Kelurahan sebag:i bahan
untuk pendampingan.

( 1) Pemerintah

-5+

Pasal 74

Lembang/Kelurahan

e

membentuk TPPS

tt
Lembang/Kelurahan dalam rangka percepatan penurunan sfunting di
tingkat Lembang/ Kelurahan.

(2) susunan organisasi TppS tingkat Lembang/Keturahan terdiri dari:
a. pengarah; dan

b. pelaksana .

t
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2. melakukan koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan TPPS 

Kecamatan; 

3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan 

organisasi terkait administrasi dan tata kerja untuk menjadi 

kebijakan organisasi; 

4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kecamatan 

terkait administrasi dan tata kerja, 

5. menghadiri rapat-rapat; 

6. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi 

antarbidang; 

7. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan; 

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana 

TPPS Kecamatan, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan 

TPPS Kecamatan. 

d. bidang koordinasi pelayanan lntevensi Sensitif dan Intervensi Spesifik 

berperan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, 

pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu 

pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di kecamatan. 

e. bidang koordinasi penggerakan lapangan berperan mengoordinasikan 

dan memastikan Tim Pendamping Keluarga dan mitra melaksanakan 

penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, 

komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran 

penurunan Stunting di tingkat Kecamatan. 

f. bidang koordinasi data berperan melakukan pengumpulan data, 

pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan 

hasilnya secara berkala, ataupun sewaktu-waktu bila diperlukan 

kepada TPPS kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim 

Pendamping Keluarga di tingkat Lembang/Kelurahan sebagai bahan 

untuk pendampingan. 

Pasal 74 1 
(1) Pemerintah Lembang/Kelurahan membentuk TPPS f 

Lembang/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di 

tingkat Lembang/Kelurahan. 

(2) Susunan organisasi TPPS tingkat Lembang/Kelurahan terdiri dari: 

a. pengarah; dan 

b. pelaksana. 

·� 
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(3) Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional

data, penggerakan, dan pendampingan keluarga.

(4) TPPS l,embang/ Kelurah.an mengoordinasikan secara langsung
pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan

Penurunan Stuntin4 yang dilaksanakan oleh Tim pendamping

Keluarga.

Pasal 75
(1) Pengarah TPpS Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 ayat (21huruf a, dijabat oleh kepala L,embang/lurah.
(2) Pengarah bertugas :

a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
rencana, program dan kegiatarr percepatan penurunan Stunting d,i
tingkat Lembang/Kelurahan;

b. memberikal perLimbangan, saran, dan rekomendasi dalam
penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan
Penurunan Stunting di Lembang/ Kelurahan;

c. melakukan rapat dengan pelatsana TppS l,embang/Kelurahan, I(satu) ka-li daram 3 (dga) bulan atau sewaktu_waktu apabila
diperlukan; dan

d'melaporka, penyelenggaraan percepatan penurunan stuntirry
kepada TppS Kecamatan dan TppS kabupaten, minimal 2 (dua)
kali dalam I (satu) tahun atau sewaktu_waktu apabila diperlukan.

(1) Ketua tim
pasal 76

penggerak pKK Lcmbang/Kelurahan berperan sebagai
koordinator pelalsana TppS Lembang/Kelurahan.

(2) Pelaksana TppS Kelurahan/l,embang bertugas :

a

b

memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan
Penurunan Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan;
memfasilitasi Tim pendamping Keluarga berisiko Stttnting da)am
pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok
sasaran dalam percepatan penurunan Shnting di tingkat
Lembang/Keluralran;

4t

t
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1 an TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional 
(3) Penye enggara 

data, penggerakan, dan pendampingan keluarga. 

(4) TPPS Lembang/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung 

pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran Percepatan 

Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping 

Keluarga. 

Pasal 75 

(1) Pengarah TPPS Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 74 ayat (2) huruf a, dijabat oleh kepala Lembang/lurah. 

(2) Pengarah bertugas : 
a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di 

tingkat Lembang/Kelurahan; 
b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam 

penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan 

Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan; 

c. melakukan rapat dengan pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan, 

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan; dan 

d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 
kepada TPPS Kecamatan dan TPPS kabupaten, minimal 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Pasal76 

(1) Ketua tim penggerak PKK Lembang/Kelurahan berperan sebagai 

koordinator pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan. 

(2) Pelaksana TPPS Kelurahan/Lembang bertugas : 

l Lembang/Kelurahan; 

a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan 

Penurunan Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan; k 
b. memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga berisiko Stunting dalam, I/ 

pendampingan, pelayanan, dan rujukan Stunting bagi kelompok f 
sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat 
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c. melakukan pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi secara berkala

dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran

Percepatan Penurunan Shztr/ing di tingkat l.e mbang/ Kelurahan;

d. melaksanakan rembuk Sfiintirq di tingkat Lembang/ Kelurahan,
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan; dan

e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Sfunting
kepada Pengarah TPpS Lembang/ Kelurahan, 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Struktur tim pelaksana percepatan penurunan Sfunting tingkat

Lembang/Kelurahan sebagai berikut:
a. ketua pelaksana: ketua tim penggerak pKK
b. wakil ketua : sekretaris le mbang/ sekretaris Kelurahan
c. sekretaris : pembantu pembina keluarga berencana desa

(PPKBD); dan
d. bidang-bidang.

(a) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri
dari :

a. bidang lapangan Tim pendamping Keluarga; dan
b. bidang lapangan pengelolaan data.

(5) Bidang lapangan Tim pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, terdiri dari :

a. koordinator :bidan/penyuluh keluarga berencana/petugas
lapangan keluarga berencala/ketua pokja tim
penggerak pKK;

: unsur po\ia tim penggerak pKK, pembantu

desa/subpembina keluarga berencana
pembantu pembina keluarga berencana desa
tokoh agama, tokoh masyarakat,
pembina desa, bhayangkara
kamtibmas, dan pihak lain di
Lembang/Kelurahan yarrg dibutuhka
mendukung pelaksanaan tugas bidang.

b. anggota

n untuk

-56- 

c. melakukan pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi secara berkala 

dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran 

Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan; 

d. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Lembang/Kelurahan, 

minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukan; dan 
e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 

kepada Pengarah TPPS Lembang/Kelurahan, 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(3) Struktur tim pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat 

Lembang/Kelurahan sebagai berikut: 
a. ketua pelaksana: ketua tim penggerak PKK 
b. wakil ketua 

c. sekretaris 

: sekretaris Lem bang/ sekretaris Kelurahan 
: pembantu pembina keluarga berencana desa 

(PPKBD); dan 

d. bidang-bidang. 

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri 
dari: 

a. bidang lapangan Tim Pendarnping Keluarga; dan 

b. bidang lapangan pengelolaan data. 

(5) Bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a, terdiri dari : 

a. koordinator : bidan/penyuluh keluarga berencana/petugas 

lapangan keluarga berencana/ketua pokja tim 

penggerak PKK; 

b. anggota : unsur pokja tim penggerak PKK, pembantu 

pembina keluarga berencana desa/sub 

pembantu pembina keluarga berencana desa, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, bintara 1 
pembina desa, bhayangkara pembina1} 

kamtibmas, dan pihak lain di tingka J, 
Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk I 
mendukung pelaksanaan tugas bidang. � 
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(6) bidang lapangan pengelolaan dafa sglagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, terdiri dari :

a. koordinator : Kader Pembangunan Manusia/sub pembantu
pembina keluarga berencana desa/ koordinator
Posyandu; dan

b. anggota : unsur Kader pendata, koordinator posyandu,

serta pihak tain di tingkat Lembang/Kelurahan
yang dibutuhkan untuk mendukung
pelaksalaan tugas bidang.

Pasal 77
Pembagian peran Tim peraksana percepatan penurunan stunting tingkat
L,embang/Kelurahan, sebagai berikut:
a. ketua pelaksana :

1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan
Penurunan *tnting untuk mencapai target penurunan Stuntirry
desa/kelurahan;

2. mengoordinasikal dan mengendalikan pelaksanaan seluruhkegiatan percepatan penurunan
desa/kelurah 

^, 
'o^' 

renurunan shtnting di tingkat

3. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kery.a
Percepatan penurunan Stunting di l,embang/ Kelurahan ;4. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator_korrdinator bidang
agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

5. memimpin rembuk Stunting l,embang/ Kelurahan, 1 (satu) kali
daiam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

wakil ketua pelalsana:
1. melaksanakan tugas_tugas ketua

kmbalg/Kelurahan apabila ketua
kmbang/ Kelurahan berhalangan;

b

pelaksana TppS
pelaksana TppS

2. membantu ketua pelaksana TppS Iembang/Kelurahan dalammerumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan programkeqa pelaksanaan percepatan penurunan StuntirLg diLembang/Kelurahan.

4
l.
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b. anggota 

(6) bidang lapangan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b, terdiri dari : 
a. koordinator : Kader Pembangunan Manusia/sub pembantu 

pembina keluarga berencana desa/koordinator 

Posyandu;dan 
: unsur Kader pendata, koordinator Posyandu, 

serta pihak lain di tingkat Lembang/Kelurahan 

yang dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas bidang. 

Pasa.l 77 

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat 

Lembang/Kelurahan, sebagai berikut: 

a. ketua pelaksana : 
1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan 

Penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting 
desa/kelurahan; 

2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh 

tingkat di Stunting Penurunan kegiatan Percepatan 

desa/kelurahan; 

3. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja 

TPPS 

TPPS-1 

pelaksana 

pelaksana 

Lembang/Kelurahan berhalangan; 

Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan; 

4. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-korrdinator bidang 

agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 

5. memimpin rembuk stunting Lembang/Kelurahan, 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

b. wakil ketua pelaksana: 

1. melaksanakan tugas-tugas ketua 

Lembang/Kelurahan apabila ketua 

2. membantu ketua pelaksana TPPS Lernbang/Kelurahan dalam / 

merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program r 
kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di f 
Lembang/Kelurahan. • 
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c sekretaris pelaksana :

1. bersama-sama dengan ketua pelaksana TppS Lembang/Kelurahan,
membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan terkait
administrasi dan penyelenga.raan TppS lembang/Kelurahan;

2. mengoordinasikan penyelenggaran terkait administrasi dan tatakerja kelembagaan TppS Lembang/ Kelurahan dan melakukan
koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan;

3. merumuskan dal mengusulkan peraturan dan ketentuanorganisasi terkait administrasi darl tata I
kebijakan organisasi; 

ua, LaLEt KerJa untuk menjadi

4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas
Lembang/Kelurahan terkait administrasi dan tata kerja;

5. menghadiri rapat_rapat;

TPPS

Jartngan kerja internal organisasi
6. memfasilitasi

antarbidalg;
kebutuhan

7. membuat laporan periodik kegiatan TppS Lembang/Kelurahan;
8 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana TppsLembang/Kelurahar sesuai dengan kepentingan danperkembangal TppS kmbang/ Kelurahan;

d. bidang lapangan Tim pendamping fetuarga :.

1. memfasilitasi dam memastikan beqialannya pelaksanaanpenggerakan darr pelayanan, pencatatan, pelaporan,perkembangan, serta penjaminaa standar mutu pelayanan bagikelompok sasaran penurunan Shnting; dan
2. melaksanakan fasilitasi serta penggera-kkan Tim pendamping

Keluarga dan mitra kerja dalam pelaksanaan penyuluhan, promosiperubahan per,aku, pendampingan, komunikasi, informasi, danedukasi bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkatLembang/Kelurahan;

. bidang lapangan pengelolaan data :

1. melakukal pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaranpenurunan SAtnting, d,an

2. melaporkan hasil pendataan dan pemetaan secara berkala ataupun
sewal<tu-waktu b a diperlukan, kepada Tpps Kecamatan dan ketua
pelaksana TppS kmbang/ Kelurahan.

e

I
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c. sekretaris pelaksana: 

1. bersama-sama dengan ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan, 

membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan terkait 

administrasi dan penyelengaraan TPPS Lembang/Kelurahan; 

2. mengoordinasikan penyelenggaran terkait administrasi dan tata 

kerja kelembagaan TPPS Lembang/Kelurahan dan melakukan 
koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan; 

3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan 

organisasi terkait administrasi dan tata kerja untuk menjadi 
kebijakan organisasi; 

4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas 

Lembang/Kelurahan terkait administrasi dan tata kerja; 
5. menghadiri rapat-rapat; 

6. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi 
an tarbidang; 

7. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Lembang/Kelurahan; 

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana TPPS 

Lembang/Kelurahan sesuai dengan kepentingan dan 

perkembangan TPPS Lembang/Kelurahan; 
d. bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga : 

1. memfasilitasi dam memastikan berjalannya pelaksanaan 

TPPS 

penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan, 

perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi 

kelompok sasaran penurunan Stunting; dan 

2. melaksanakan fasilitasi serta penggerakkan Tim Pendamping 

Keluarga dan mitra kerja dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi 

perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan 

edukasi bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat 

Lem bang/ Kelurahan; 

e. bidang lapangan pengelolaan data : 

1. melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran � 

penurunan Stunting, dan J 
2. melaporkan hasil pendataan dan pemetaan secara berkala ataupun f 

sewaktu-waktu bila diperlukan, kepada TPPS Kecamatan dan ketua 

pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan. l 



-5$

Paragraf lS
Faeilitator Program Lainnya

Pasal 78
(1) Fasilitator progran Lainnya oebagaimana dimaksud dalam pasal 39

huruf o, meliputi:
fasilitator program keluarga harapan (pKH);
fasilitator sanimas;
fasilitator pamsimas; rlan
fasilitator program lainnya.

a.

b.

c

d

U

(2) Peran fasilitator program sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l), adalah
berkoordinasi dengan pelaku Konvergensi percepatan dan percepatan
Penurunanan S:furtbq ,ainnya, clotarn ran*a memetakan sasaran
program dan penjadwalan kegiatan di Lembang/Kelurahan.

U

Bagran Kedua
Pelaku di Ttngkat Kecanatan

Pasal 79
Pelaku di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3g
huruf b, terdiri dari :

a. camat;

b. Puskesmas;

c. penyuluh keluarga berencana/
d. kantor urusar agamn dan/atau
e. tenaga pendamping profesional di

Paragraf I
Camat

Pasal 8O
Peran camat dalam peraksanaan Konvergensi pencegahan oan percepatan /Penurunan Stuntrng adalah : t
a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan da, percepatan ,l

Penurunan StunUngdi Kecamatan; h
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Paragraf 15 

Fasilitator Program Lainnya 

Pasal 78 

(1) Fasilitator program lainnya sebagairoana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf o, meliputi: 
a. fasilitator program keluarga harapan (PKH); 
b. fasilitator sanimas; 
c. fasilitator pamsimas; dan 
d. fasilitator program lainnya. 

(2) Peran fasilitator program sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), adalah 
berkoordinasi dengan pelaku Konvergensi percepa.tan dan Percepa.tan 
Penurunanan Stunting lainnya, dalam rangka memetakan sasaran 
program dan penjadwalan kegiatan di Lembang/Kelurahan. 

Bagian Kedua 

Pelaku di Tingkat Kecamatan 

Pasal 79 

Pelaku di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

huruf b, terdiri dari : 
a. camat; 

b. Puskesmas; 

c. penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;

1 d. kantor urusan agama dan/atau lembaga keagamaan; dan 

e. tenaga pendamping profesional di Kecamatan. 

Paragraf 1 

Camat 

Pasal 80 

Peran camat dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan J 
Penurunan Stunting adalah : 
a. koordinator pelakaanaan Konvergensi pencegahan dan Percepa.tan .f 

Penurunan Stunting di Kecaroatan; fk 
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Paragraf 4
Kantor Urusan Agama dan/atau Lembaga Keagamaan

Pasal 83
Peran kantor urusan agama dan/atau
pelaksanaan Konvergensi pencegahan
Shtnting adalah :

a. sebagai penyedia layanan administrasi perkawinan;
b. menyediakan layalan penyiapan kehidupan berkeluarga;
c' membina cal0n pengantin agar memeriksakan kesehatan ke fasilitas

kesehatan sebelum menikah; d
d. menyelenggarakan pendidikan pranikah.

Paragraf 5
Tenaga Pendamping profesional di Kecamatan

Pasal 84

Pasal 85
(1) Koordinasi antarpelaku Konvergensi pencegahan dan percepatan

Penurunan Sfunting dilakukan oleh :

a. kmbang/Kelurahan; dan/atau
b. Rumah Desa Sehat.

(2) Rumah Desa Sehat sebagaimana
sebagai :

dimaksud pada ayat (l), berfungsi

pusat informasi pelayanan sosial dasar di kmbang, khususnya
bidang kesehatan;

ruang literasi kesehatan di Lembang;

lembega keagamaan dalam
dan Percepatan penurunan

Peran tenaga pendamping profesional di Kecamatan dalam pelaksanaan
Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stuntingadalah :a' melakukan pendampingan da, peningkatan kapasitas pemerintah

Lembang dal masyarakat Lembang;
b. melakukan pendampingan dalam perencErnaan, pelaksanaan, danpengawasan pembalgunan Lembang yang berskala lokal Lembang;c. melakukan pendampingal dalam perencanaar, pelaksanaal, danpengawasar kerja sama antarlembang dan kerjasama kmbang

dengan pihak ketiga.

+

I
a

b

-61- 

Paragraf 4 

Kantor Urusan Agama dan/atau Lembaga Keagamaan 

Pasal 83 

Peran kantor urusan agama dan/ a tau lembaga keagamaan dalam 

pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting adalah : 
a. sebagai penyedia layanan administrasi perkawinan; 
b. menyediakan layanan penyiapan kehidupan berkeluarga; 
c. membina calon pengantin agar memeriksakan kesehatan ke fasilitas 

kesehatan sebelum menikah; dan 

d. menyelenggarakan pendidikan pranikah. 

Paragraf 5 
Tenaga Pendamping Profesional di Kecamatan 

Pasal84 

Peran tenaga pendamping profesional di Kecamatan dalam pelaksanaan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting adalah : 

a. melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas Pemerintah 

Lembang dan masyarakat Lembang; 

b. melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan Lem bang yang berskala lokal Lembang; 
c. melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan kerja sama antarlembang dan kerjasama Lembang 

dengan pihak ketiga. 

Pasal85 

(1) Koordinasi antarpelaku Konvergensi pencegahan dan 

Penurunan Stunting dilakukan oleh: 

a. Lembang/Kelurahan; dan/atau 

b. Rumah Desa Sehat. } 
(2) Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi { 

sebagai: 

a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Lembang, khususnya � 

bidang kesehatan; 

b. ruang literasi kesehatan di Lembang; 

Percepatan 

1 
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wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di
kmbang;
forum advokasi kebijakan pembangunan Lembang di bidang
kesehatan; dan

e. pusat pembentukan dan pengembangan KpM.
(4) RDS berkedudukan di Lembang.
(5) RDS dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Lembang.
(6) KPM memfasilitasi musyawarah pegiat pemberdayaan masyarakat dan

pelaku pembangunan lcmbang yang meliputi :

a. Kader posyandu;

b. guru pAUD;

c. Kader kesehatan;
d. unit layanan kesehatan;
e. unit layanan pendidikan;
f. Kader pKK;

g. karang taruna;
h. tokoh masyarakat; dan
i. kelompok masyarakat, yang peduli terhadap upaya pencegahan

Sfunting, untuk merencanakan pembentukan RDS.
(7) Ha

c

d

a

sil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :

komitmen bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan
pelaku pembangunan tembang untuk membentuk RDS;
rarcangan pengurus harian RDS; dan
rErnc€rngan keanggotaan RDS,

(7) Pembentukan RDS ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang.

Pasal 86
Kegiatan Rumah Desa Sehat meliputi :

a. pusat pembelajaran masyarakat;
b. literasi kesehatan;

c. penyebaran informasi kesehatan;
d. promosi kesehatan; dan

b

c-

diajukan epala Lembang untuk dibahas dan disepakati
dalam Mu Lembang.

I
L

e advokasi kebijakan pembangunan lcmbang di bidarrg kesehatan.
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c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di 

Lem bang; 

d. forum advokasi kebijakan pembangunan Lembang di bidang 

kesehatan; dan 
e. pusat pembentukan dan pengembangan KPM. 

(4) RDS berkedudukan di Lembang. 

(5) RDS dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Lembang. 

(6) KPM memfasilitasi musyawarah pegiat pemberdayaan masyarakat dan 
pelaku pembangunan Lembang yang meliputi : 

a. Kader Posyandu; 

b. guru PAUD; 

c. Kader kesehatan; 

d. unit layanan kesehatan; 

e. unit layanan pendidikan; 
f. Kader PKK; 

g. karang taruna; 

h. tokoh masyarakat; dan 

i. kelompok masyarakat, yang peduli terhadap upaya pencegahan 

Stunting, untuk merencanakan pembentukan RDS. 

(7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa: 

a. komitmen bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan 

pelaku pembangunan Lembang untuk membentuk RDS; 

b. rancangan pengurus harian RDS; dan 

c. rancangan keanggotaan RDS, 

diajukan kepada Kepala Lembang untuk dibahas dan disepakati 

dalam Musyawarah Lembang. 

(7) Pembentukan RDS ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang. 

Pasal 86 
Kegiatan Rumah Desa Sehat meliputi : 

a. pusat pembelajaran masyarakat; 
b. literasi kesehatan; 

c. penyebaran informasi kesehatan; 

d. promosi kesehatan; dan 

e. advokasi kebijakan pembangunan Lembang di bidang kesehatan. 
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Pasal 87
Sebagai pusat pembelajaran masyaral<at, RDS
pembelajaran kesehatan yang meiiputi :

a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
b. pelatihan tentang gizi;

c. promosi kesehatan;

d. pengasuhan anak berusia 0 (nol)_2 (dua) tahun;
e. sanitasi lingkungan;
f. pencegahan penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS,

tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa.

memberikan materi

Sebagai

meliputi:

pasal gg
ruang literasi L,embang, RDS melaksaaakan

Pasal 89

kegiatan yang

a.

b.

c.

pembentukan perpu stakaan bidang kesehatan;
seminar dan diskusi kesehatan; dal
pengembangan berbagai inovasi tentang upaya preventif dan promotif
bidang kesehatan di Iembang.

(l) RDS seb^gai pusat informasi kesehatan Lembang, menyebarluaskaninformasi kesehatan kepada masyarakat i

atau masyarakat dapat mandiri dt btd#i."L#1f'.;il;
berperan aktif dalam pembangunan kesehatan di Lembang.

(2) Informasi kesehataa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. kesehatan ibu dan anak;
b. pelayanan gizi terin tegrasi;
c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
d. pengasuhan anak berusia 0 (nol)_2 (dua) tahun; dane. kebijakan Konvergensi pencegahan Sfunting.

pasal
(1) nnS secara intensif melakukan

tangga sasaran untuk meningka
perilaku hidup bersih dan sehat.

L
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Pasal 87 

Sebagai pusat pembelajaran masyarakat, 

pembelajaran kesehatan yang meliputi : 
a. pelatihan kesehatan ibu dan anak; 

b. pelatihan tentang gizi; 

c. promosi kesehatan; 
d. pengasuhan anak berusia O (nol)-2 (dua) tahun; 

e. sanitasi lingkungan; 
f. pencegahan penyakit menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 

tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa. 

Pasal 88 

Sebagai ruang literasi Lembang, RDS melaksanakan kegiatan yang 

meliputi: 
a. pembentukan perpustakaan bidang kesehatan; 

b. seminar dan diskusi kesehatan; dan 
c. pengembangan berbagai inovasi tentang upaya preventif dan promotif 

bidang kesehatan di Lembang. 

Pasal 89 

(1) RDS sebagai pusat informasi kesehatan Lembang, menyebarluaskan 

informasi kesehatan kepada rnasyarakat agar seseorang, keluarga, 

atau masyarakat dapat mandiri di bidang kesehatan, dan dapat 

berperan aktif dalarn pembangunan kesehatan di Lembang. 

(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. kesehatan ibu dan anak; 

b. pelayanan gizi terintegrasi; 

c. penyediaan air bersih dan sanitasi; 

d. pengasuhan anak berusia O (nol)-2 (dua) tahun; dan 

e. kebijakan Konvergensi pencegahan Stunting. 

Pasal 90 1 
(1) RDS secara intensif melakukan promosi kesehatan kepada rurnah I 

tangga sasaran untuk meningkatkan perubahan perilaku menuju 

perilaku hidup bersih dan sehat. l 

RDS memberikan materi 
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(2) Bentuk kegiatan perilaku hidup bersih sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi :

a. masyarakat aktif melaporkan segera kepada kader/petugas
kesehatan, ketika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya,
atau tetangganya menderita penyakit menular;

b. pergr berobat atau membawa orang lain berobat ke
Poskesdes/ pustu / puskesmas ketika terserang penyakit;
memeriksakan kehamilan
kesehatan;

secara teratur kepada petugas

ibu hamil mengonsumsi tablet tamba-h darah semasa hamil dan
nifas;

makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi seirnbang;
mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
menggunaJ<al garam beriodium sefiap kali memasak;
menyerahkan pertolongan persa-linan kepada tenaga kesehatan 

;mengonsumsi kapsul vitamin A bagi ibu nifas;
memberikan ASI eksktusif kepada bayi berusia 0 (nol)_6 (enam)bulan;

memberikan makanan pendamping ASI;
memberikaa kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulanFebruari dan Agustus;
menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur, sertamenggunakan kartu menuju sehat atau buku kesehatan ibu dananak untuk memantau pertumbuhan;
membawa bayi, alak, dan wanita usia subur untuk diimunisasi;
menyediakan oralit dan zrnc untuk penanggulangan diare;
menyediakan rumah dan/atau kendaraannya untuk pertolongan
dalam keadaan darurat;

q. menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan
termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;

r. menjadi peserta aktif keluarga berencana;
s. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari_hari;t. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
u. menggunalan jamban sehat;
v. mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar

menggunakannya;

w. memberantasjentik_jentik nyamuk:

e

f.

h

i.

j.

c

d

k

m

I

n

o.

p.

kesehatan,

t
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(2) Bentuk kegiatan perilaku hidup bersih sehat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi : 
akat aktif melaporlcan segera kepada kader I petugas a. masyar 

kesehatan, ketika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya, 

atau tetangganya menderita penyakit menular; 

b. pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke 

Poskesdes/Pustu/Puskesmas ketika terserang penyakit; 

c. memeriksa.kan kehamilan secara teratur kepada petugas 

kesehatan; 
d. ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan 

nifas; 
e. makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang; 

f. mengonsumsi sayur dan buah setiap hari; 
g. menggunakan garam beriodium setiap kali memasa.k; 
h. menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan; 

1. mengonsumsi kapsul vitamin A bagi ibu nifas; 

j. memberikan AS! eksklusif kepada bayi berusia O (nol)-6 (enam) 
bu Ian; 

k. memberikan makanan pendamping ASI; 

I. memberikan kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan 

Februari dan Agustus; 

m. menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur, serta 

menggunakan kartu menuju sehat atau buku kesehatan ibu dan 

anak untuk memantau pertumbuhan; 

n. membawa bayi, anak, dan wanita usia subur untuk diimunisasi; 

o. menyediakan oralit dan zinc untuk penanggulangan diare; 

p. menyediakan rumah dan/atau kendaraannya untuk pertolongan 

dalam keadaan darurat; 

q. menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan kesehatan, 

termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan; 

r. menjadi peserta aktifkeluarga berencana; 

s. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari; 

t. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 

u. menggunakan jamban sehat; 

v. mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain, 

menggunakannya; 

w. memberantas jentik-jentik nyamuk; 



x. mencegah teq'adinya pencemaran lingkungan, baik di rumah,
Lembang/Kelurahan, maupun di lingkungan pemukiman;

y. melakukan aktifitas fisik sehari_hari;
z. tidak merokok, minum minuman keras, madat, dan

menyalahgunakan nafza, serta bahan berbahaya lain;
aa. memanfaatkan usaha kesehatan berbasis masyarakat, poskesdes,

Pustu, Puskesmas, atau sarana kesehatan lainnya;
bb. memanfaatkan pekarangan untuk tanaman obat keluarga dan

warung hidup, di halaman masing_masing rumah, atau secara
bersama-sama;

cc. melaporkan kematian; dan
dd. saling mengingatkan dan pempraktikkan perilaku hidup bersihsehat, serta perilaku hidup bersih sehat lain yalg dianjurkan.

Pasal 9l

mu syawarah dusun;
diskusi tematik;
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Pasal 92

RDs menjalankan peran advokasi kebijakan pembangunan l.embang dibidang kesehatan, yang meliputi :

identifikasi dan analisis basis data layanan dasar;
a

b

c.

d.

e.

f.

fasilitasi usaha kesehatan berbasis masyara-kat;
kunjungan keluarga rentan;
penyusunan shndar pelayanan minimal Lembang; dan
pengembangan media komunitas.

(1) Pengurus harian RDS dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan

(2) Susunan pengurus harian RDS terdiri dari :a. ketua;

b. sekretaris; dan
c. bendahara. 

L(2) Tang,gung jawab pengurus harian adalah , ,f
a.

ta dan mengatur agenda kegiatan 
".",...i /

b. 
anggota; l-

pendapatan dan t 
bersumber dari APB l'embang' anggarar d

etanja Daerah *r"r.,"::'"rrH:T::Jff:H t
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dan 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rurnah , 

Lembang/Kelurahan, maupun di lingkungan pemukiman; 

melakukan aktifitas fisik sehari-hari; 
tidak merokok, minum minuman keras, madat, 

menyalahgunakan nafza, serta bahan berbahaya lain; 

aa. memanfaatkan usaha kesehatan berbasis masyarakat, Poskesdes, 

z. 
y. 

x. 

Pustu, Puskesmas, atau sarana kesehatan lainnya; 
bb. memanfaatkan pekarangan untuk tanaman obat keluarga dan 

warung hidup, di halaman masing-masing rumah, atau secara 

bersama-sama; 

cc. melaporkan kematian; dan 
dd. saling mengingatkan dan pempraktikkan perilaku hidup bersih 

sehat, serta perilaku hidup bersih sehat lain yang dianjurkan. 

Pasal 91 

RDS menjalankan peran advokasi kebijakan pembangunan Lembang di 

bidang kesehatan, yang meliputi : 
a. identifikasi dan analisis basis data layanan dasar; 

b. musyawarah dusun; 

c. diskusi ternatik; 

d. fasilitasi usaha kesehatan berbasis masyarakat; 

e. kunjungan keluarga rentan; 

f. penyusunan standar pelayanan minimal Lembang; dan 

g. pengembangan media komunitas. 

Pasal 92 

(1) Pengurus harian RDS dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan 
RDS. 

b. mengelola anggaran yang bersumber dari APB Lembang, anggaran 

pendapatan dan belanja Daerah kabupaten, anggaran pendapatan 

(2) Susunan pengurus harian RDS terdiri dari : 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. bendahara. 

(2) Tanggung jawab pengurus harian adalah : 

a. memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan +] 
dengan kesepakatan para anggota; 

t 
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dan belanja Daerah provinsi, anggErrzrn pendapatan dan belanja

negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan RDS;

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan RDS secara teratur setiap bulan
kepada anggota RDS dan Kepala Lembang; dan

e. menyusun laporan pertanggungiawaban dan menyampaikan
laporan pertanggungiawaban pengunaan anggaran pelaksanaan
kegiatan RDS kepada Kepala Desa melalui Musyawarah lembang.

(3) Kegiatan yang harus diinformasikan sebagaimana dimaksud pada.
ayat (2) metipuri :

a. kegiatan pembelajaral masyarakat;
b. literasi kesehatan;

c. kaderisasi KpM; da--r

d. hasil advokasi kebijakan pembalgunan Lembang.

Pasal 93

a. monitoring; dan
b. evaluasi.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan

(1) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pendampingan kepadapelaku Konvergensi pencegahan dal percepatan penurunan Stunting
di Lembang/Kelurahan.

(2) Bupati meiatui perangfta1 Daerah melakukan pembinaan kepadapelaku Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting
di lcmbang/Kelurahan, yang meliputi :

cara :

a

b

memonitor agenda dan jawal kegiatan Konvergensi pencegahal
dan Percepatal penurunan S:tuntirrydi Lembang/ Kelurahal ;menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadaprealisasi kegiatan Konvergensi pencegahan dan percepatan LPenurunan StuntirLg di Lembang/Kelurahan; dan 

---- l[
memonltor

kesehatan
PencaPaian upaya promotif
di l,embang/Kelurahan,

dan preventif bidang
khususnya kegiatan

Penurunan Stunting.

I
t

c

Konvergensi pencegahan dan percepatan

dan belanja Daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja 

negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan RDS; 

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan RDS secara teratur setiap bulan 

kepada anggota RDS dan Kepala Lembang; dan 

e. menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran pelaksanaan 

kegiatan RDS kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Lembang. 

(3) Kegiatan yang harus diinformasikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi : 
a. kegiatan pembelajaran masyarakat; 

b. literasi kesehatan; 

c. kaderisasi KPM; daa 
d. hasil advokasi kebijakan pembangunan Lembang. 

Pasal 93 

( 1) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pendampingan kepada 

pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 
di Lembang/Kelurahan. 

(2) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada 

pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 
di Lembang/Kelurahan, yang meliputi : 

a. monitoring; dan 

b. evaluasi. 

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan 

cara: 

a. memonitor agenda dan jawal kegiatan Konvergensi pencegahan 

dan Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan ; 

b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan batik terhadap 

realisasi kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan ),_ 

Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan; dan /I 
c. memonitor pencapaian upaya promotif dan preventif bidang I 

kesehatan di Lembang/Kelurahan, khususnya kegiatan 

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. l 
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(4) Bupati melalui aparat pengawas internal pemerintah kabupaten,
berkewajiban melakukan audit terhadap pendayagunaan sumber
daya pembangunan Lembang/Kerurahan untuk kegiatan Konvergensi
pencegahan dan

Lembang/Kelurahan.
Percepatan penurunan Sfitnting di

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 94
(1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap :

a. pencapaian target nasional prevalensi Stuntirry;
b. pencapaial target antara prevalensi Stunting;
c. pencapaial target nasional prevalensi Stt mting;
d. pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalamStrategi Nasional percepatal penurunan Stunting;
e' pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional percepatan

Penurunan Sfunfing Indonesia (RAN pASTI) tahun 2O2l_2O24.
(2) calupan analisis atas has, pemantauan dan Evaluasi fokus pada

kemqiuan pencapaian hasil, baik secara beg.angka atau periodik.
(3) Kemajuan pencapaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:

a. analisis terhadap hasil yqng diharapkan telah atau sedang dicapai;b. fal<tor yang berkontribusi/mendukung pencapaian hasil;c. faktor yang menghalangi pencapaian hasil; dan
d. penguatan desqin strategi program dan kegiatan/intervensi.

(4) Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) huruf e, adalah rincian target dan indikator
sebagaimana lampiran yang tercantum dalam peraturan presiden
Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stuntrngr, sesuaidengan kewenangan dan peran masing_masi
pencegahal dan percepatan penurunan Sfunfr

(5) Pemantauan dilaksanalan setiap 6 (enam) bul
waktu apabila diperlukan.

(6) Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam ( 1) satu t"f,rr, .t",., Isewaktu-waktu apabila diperlukan. -"*- h
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(4) Bupati melalui aparat pengawas internal pemerintah kabupaten, 

berkewajiban melakukan audit terhadap pendayagunaan sumber 

daya pembangunan Lembang/Kelurahan untuk kegiatan Konvergensi 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di 

Lembang/Kelurahan. 

BAB VI 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal 94 

(1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap: 

a. pencapaian target nasional prevalensi Stunting; 
b. pencapaian target antara prevalensi Stunting; 
c. pencapaian target nasional prevalensi Stunting; 
d. pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam 

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting; 
e. pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan 

Penurunan Stunting Indonesia (RAN PAS TI) tahun 2021-2024. 

(2) Cakupan analisis atas hasil Pemantauan dan Evaluasi fokus pada 

kemajuan pencapaian hasil, baik secara berjangka atau periodik. 

(3) Kemajuan pencapaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

analisis terhadap hasil yang diharapkan telah atau sedang dicapai; 

faktor yang berkontribusi/mendukung pencapaian hasil; 

faktor yang menghalangi pencapaian hasil; dan 

penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi. 

(4) Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf e, adalah rincian target dan indikator 

sebagaimana lampiran yang tercantum dalam Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sesuai 

dengan kewenangan dan peran masing-masing pelaku Konvergensi�- 

pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. j (5) Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- 

waktu apabila diperlukan. I 
(6) Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam (1) satu tahun atau � 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

a. 
b. 

\.., c. 

d. 
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(7) Pelaporan data, informasi, hasil Pemantauan, dan Evaluasr

disampaikan 15 (lima belas) hari setelah periode semester be{alan,

dengan ketentuan:

a. semester pertama ( periode bulan Januari sampai dengan bulan

Juni) diiaporkan pada tanggal 15 JuIi tahun berkenaan;

b. semester kedua (periode bulan JuIi sampai dengan bulan
Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Jaluari tahun berkenaan

(8) Pelaporan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:
a. Kepala kmbang/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting kepada bupati, 2 (dua) kali dalam
setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ;

b. bupati menyampaikan Iaporan penyelenggErraan percepatan
penurLrnan stunting kepada gubernur, 2 (dua) kali dalam setahun
atau sewaktu _waktu apabila diperlukan;

c gubernur dan bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan
Percepatan penurunan Stunting kepada kementerian dalam negeri
selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaae dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah, 2 (dua) ka-li dalam setahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

d kepala badan kependudukan dan keruarga berencana selakuketua pelaksala mengoordinasikan laporal mengenaipenyelenggaraan percepatan penumnan sfunting untukdisampaikan kepada wakil presiden selaku ketua pengarah, 2(dua) kali da_lam seta_hun atau sewaktu_waktu apabila diperlukan. I/l
BAB VII I

PENDANAAN

pasa_l 96
pendanaan Konvergensi

(1) Sumber

Penurunan Stunting berasal dari :

Pencegahan dan percepatan

anggaran pendapatan dan belanja negara;
anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
mggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten;
APB L,embarrg;

pihak swasta; dan/atau

a

b

c.

d,

e.

t

- 
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dan Evaluasi 
data, informasi basil Pemantauan, 

(7) Pelaporan ' b · alan . bel ) hari setelah periode semester erJ , 
disampaikan 15 (hma as 

dengan ketentuan: 
a. semester pertama ( periode bulan Januari sampai dengan bulan 

Juni) dilaporkan pada tanggal 15 Juli tahun berkenaan; 

Semester kedua (periode bulan Juli sampai dengan bulan b. 
Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari tahun berkenaan 

(8) Pelaporan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut: 

a. Kepala Lembang/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Percepatan Penurunan Stunting kepada bupati, 2 (dua) kali dalam 

setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 

b. bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan 

penurunan Stunting kepada gubernur, 2 (dua) kali dalarn setahun 

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 
c. gubernur dan bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan 

Percepatan Penurunan Stunting kepada kernenterian dalarn negeri 

selaku wakil ketua bidang koordinasi pernbinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah, 2 (dua) kali dalam setahun 

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 

d. kepala badan kependudukan dan keluarga berencana selaku 

ketua pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai 

penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting untuk 

disarnpaikan kepada wakil presiden selaku ketua pengarah, 2 

(dua) kali dalarn setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

1 BAB VII 
PENDANMN 

Pasal 96 

(1) Sumber pendanaan Konvergensi pencegahan dan 

Penurunan Stunting berasal dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi; 

c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten; 
d. APB Lembang; 

e. pihak swasta; dan/atau 

Percepatan j 
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f. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Anggaran Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan
Stuntbq di Lembang dialokasikan dalam penganggaran program dan
kegiatan melalui ApB Lembang, paling sedikit 10yo (sepuluh persen)
dari Dana Desa setiap Lembang.

(2) Anggaran Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan
Stunting di Kelurahan dialokasikan dalam penganggaran program
kegiatan Kelurahan melalui dokumen pelaksalaan anggaran
Kecamatan, paling sedikit l0% (sepuluh persen) dari total anggaran
Kelurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Lembangyang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati TanaToraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahandalam Konvergensi pencegahan dan penanganan Sfunting di KabupatenTana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Tahun 202 I Nomor221, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidal< bertentangan

pasal 97
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatanLembang/ Kelurahan terkait percepatan dan penangan an Shnting yangmerupal<an pelaksa,aan dari peraturan Bupati rana Toraja Nomor 22Tahun 2027 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam KonvergensiPencegahan dan penalgan an Sfunting di Kabupaten Tana Tora.ia (BeritaDaerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 22), tetap dapatdilaksanakan sampai dengar berakhimya jangka waktu kegiatandimaksud.

dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini. t
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f. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Anggaran Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting di Lembang dialokasikan dalam penganggaran program dan 

kegiatan melalui APB Lembang, paling sedikit 10"/o (sepuluh persen) 

dari Dana Desa setiap Lernbang. 

(2) Anggaran Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan 

Stunting di Kelurahan dialokasikan dalam penganggaran program 

kegiatan Kelurahan melalui dokumen pelaksanaan anggaran 

Kecamatan, paling sedikit lOo/o (sepuluh persen) dari total anggaran 

Kelurahan. 

BAB vm 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 97 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan 

Lembang/Kelurahan terkait percepatan dan penanganan Stunting yang 

merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi 

Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Tana Toraja (Berita 

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 22), tetap dapat 

dilaksanakan sampai dengan berakhimya jangka waktu kegiatan 

dimaksud. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Lembang � 
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Tana)! 

Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan/ 

dalam Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten 

Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 

22), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 99

Pasal 100

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupa.ti TanaToraja Nomor 22 Tahun 2O2l tentang peran Iembang dan Kelurahan
dalam Konvergensi pencegahan dan penanganan ffitnting di Kabupaten
Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor22), dicabut dan d.inyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan$al diundangkan.

\-,

Agar seti4p orang mengetahuinya, memerintahlqn pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya datn,n Berita DaerahKabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
paclatanggal lg okmbe* 2oJ.2-

,f "r"o, rANAroRArA,, I

U

FILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanegal aV OErobtr Aocf- .

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA.'A,

SUTAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAIA TAHUN 2022 NOMOR 23

• -70- 

Pasal 99 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana 
Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan 
dalam Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten 
Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 
22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 100 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. 

Ditetapkan di Makale 

pada tanggal l l.f obo b e.c- .:io.12.. . 

� 
BUPATI TANA TORAJA, i 
/THEOFILUS 

ALLORERUNG 

Diundangkan di Makale 
pada tanggal J.4 o'=nbU- ��� . 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, 

SULAIMAN MALIA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 2.� 
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